


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                            
                        

                    

                

                
                    
                                                    Log in
                            Upload File
                                            

                

            


            	Most Popular
	Study
	Business
	Design
	Technology
	Travel
	Explore all categories


        

    





    
        
            
                
                    
                

                

                    
                        asas ne bis in idem dalam hukum...

                    


                    
                        
                            	Home
	Documents
	ASAS NE BIS IN IDEM DALAM HUKUM PIDANArepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5162/1/09E01993.pdf · Ketentuan hukum mengenai Asas Nebis in Idem dalam hukum pidana di Indonesia diatur


                        

                    


                    




    
        
            
                
                    
                        

                        
                        
                    

                    
                        
						1

163
                        
                    

                    
                        
                        100%
Actual Size
Fit Width
Fit Height
Fit Page
Automatic


                        
                    

					
                

            


            
                
                    
                    
                    
                

                
                    

                    

                    
                        
                         Match case
                         Limit results 1 per page
                        

                        
                        

                    

                

            

            
									
    
        
        

        

        

        
        
            ASAS NE BIS IN IDEM DALAM HUKUM PIDANA (Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384 / Pid.B / PN. Mdn / 2004 Jo Putusan PengadilanNegeri Medan No. 3259 / Pid.B / PN. Mdn / 2008) TESIS Oleh MUHAMMAD ARIF SAHLEPI 077005083/ HK SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2 0 0 9 Muhammad Arif Sahlepi : Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana (Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384 / Pid.B / Pn. Mdn / 2004 Jo Putusan Pengadilannegeri Medan No. 3259 / Pid.B / Pn. Mdn / 2008), 2009 
        

        
    






				            

        

    









                    
                        
							Upload: hoangkhuong
                            Post on 21-Mar-2019

                            224 views

                        

                        
                            Category:
 Documents


                            0 download

                        

                    


                    
                        
                            Report
                        

                                                
                            	
                                    Download
                                


                        

                                            


                    
                        
                        
                            
                                    
Facebook

                        

                        
                        
                            
                                    
Twitter

                        

                        
                        
                            
                                    
E-Mail

                        

                        
                        
                            
                                    
LinkedIn

                        

                        
                        
                            
                                    
Pinterest

                        
                    


                    
                

                

                    
                    
                        Embed Size (px):
                            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


                        

                    

                    

                    

                    
                                        
                        TRANSCRIPT

                        Page 1
                        

ASAS NE BIS IN IDEM DALAM HUKUM PIDANA
 (Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384 / Pid.B / PN. Mdn / 2004 Jo Putusan PengadilanNegeri
 Medan No. 3259 / Pid.B / PN. Mdn / 2008)
 TESIS
  
 Oleh
  
 MUHAMMAD ARIF SAHLEPI 
 077005083/ HK 
  
  
  
  
  
 SEKOLAH PASCASARJANA
 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 M E D A N
 2 0 0 9
  
 Muhammad Arif Sahlepi : Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana (Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384 / Pid.B / Pn. Mdn / 2004 Jo Putusan Pengadilannegeri Medan No. 3259 / Pid.B / Pn. Mdn / 2008), 2009

Page 2
                        

 
 Judul Tesis : ASAS NE BIS IN IDEM DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384 / Pid.B / PN.Mdn / 2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3259 / Pid.B / PN.Mdn / 2008)
 N a m a : Muhammad Arif Sahlepis
 N I M : 077005083
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 Menyetujui
 Komisi Pembimbing
 ( Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS)
 K e t u a
 (Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum) (Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum)
 A n g g o t a A n g g o t a
 Ketua Program Studi Ilmu Hukum Direktur
 (Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH) (Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B. MSc)
 Tanggal Lulus : 10 September 2009
 Telah diuji pada
 Tanggal 10 September 2009
   

Page 3
                        

 
 PANITIA UJIAN TESIS
 KETUA : Prof. Dr. Alvi Syahrin SH. MS
 Anggota : Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH. M.Hum
 Dr. Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum
 Prof. Chainur Arrasyid, SH
 Dr. Marlina, SH. M.Hum
 ABSTRAK
   

Page 4
                        

 
 Ketentuan hukum mengenai Asas Nebis in Idem dalam hukum pidana di Indonesia diatur di dalam Pasal 76 ayat (1),(2) KUHP, Bab VIII, tentang Gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman. Dalam Pasal ini diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut: “Ne bis in Idem” yang artinya: Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran peristiwa/perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Berlakunya dasar ne bis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi (putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap). Putusan ini berisi: a). Penjatuhan Hukuman: Hakim memutuskan bahwa terdakwa jelas terang melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. b). Pembebasan dari segala tuntutan hukuman: Peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti bersalah, akan tetapi peristiwa (perbuatan) tersebut bukan merupakan tindak pidana. c). Putusan Bebas: Bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup bukti, maka hakim memutusnya bebas. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384 / Pid.B / 2004 / PN. Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3259 / Pid.B / 2008 / PN. Mdn.
 Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah: Apa landasan Filosofis dan Yuridis dari Asas Ne bis in Idem dalam hukum pidana, serta bagaimanakah sebuah putusan dikategorikan sebagai ne bis in idem, dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan asas ne bis in idem dalam putusan pengadilan negeri medan diatas, hal ini tidak lain adalah untuk mengetahui putusan hakim yang dikategorikan sebagai ne bis in idem, serta landasan filosofis dan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam penerapan asas ne bis in idem dalam putusan tersebut diatas.
 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu: Bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
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 Berdasarkan hasil penelitian tesis ini diketahui bahwa landasan filosofis dari lahirnya asas Ne bis in Idem adalah: 1) Adanya Jaminan Kepastian Hukum seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana, landasan yuridisnya: Pasal 76 KUHP dan Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2002 tentang penanganan perkara mengenai ne bis in idem, 2) Putusan yang dapat dikategorikan sebagai Ne bis in Idem adalah Putusan Hakim dalam perkara pidana yang berbentuk : a). Putusan Bebas (Vrijspraak) b). Putusan Pelepasan / Pembebasan dari Segala Tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtsvolging), c). Putusan Pemidanaan (Veroordeling) 3) Penerapan hukum dari kedua putusan diatas menurut penulis telah tepat dan benar yang saling berkaitan/bertalian antara kedua putusan tersebut. Dikatakan ne bis in idem putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, diperiksa, diadili dan diputus pada pengadilan negeri yang sama, tindak pidana yang sama, terhadap pelapor / pengadu / saksi korban yang sama, terdakwa yang sama begitu juga terhadap waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delicti), barulah putusan tersebut dikatakan sebagai “Ne bis in Idem”.
 Kata Kunci: Kepastian Hukum, Asas Ne bis in Idem.
 ABSTRACT
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 The principle of Ne bis in Idem in criminal law in Indonesia is regulated in Article 76 (1) (2), Chapter VIII of theIndonesian Criminal Code on the Cancellation of Right to Demand a Sentence and the Cancellation of Sentence. Ne bis In Idem means that a person cannot be charged again because the case he/ she is charged for has been sentenced by judge. The application of Ne bis in Idem is based on that the judge’s decision with legal power passed to a person charged for a specific case is not changed any more. This decision contains a) passing a sentence meaning that a judge has decided that the defendant really did a criminal act he was charged for, b) relieving from all of the sentences demanded meaning that the defendant has been froven guilty but the case charged is not included in criminal law, and c) Free decision meaning that the defendant’s fault on the case charged has no adequate evidence therefore the judge decides him free from what is charged on him. This study was focused on the Decision of Medan Court of First Instances No. 1384/Pid.B/2004/PN.Mdn in connection with the Decision of Medan Court of First Instance No. 3259/Pid.B/2008/PN.Mdn.
 The purpose of this analitical descriptive normative legal study is to find out the philosophical and juridical base of the principle of Ne bis In Idem in criminal law, to analyze how to categorize a court decision as Ne bis In Idem, and too look at the consideration the judge took in applying the principle of Ne bis In Idem in the Decision of Medan Court of First Instance above.
 The data for this study were in the forms of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained throught library research. The data obtained were analyzed through approaching legal principles referring to the legal norms found in the regulation of legislation.
 The result of this study shows that the philosophical and juridical base of the principle of Ne bis In Idem was because: 1) there was a guarantee of legal certainty for a person who did a criminal act, and its juridical base were Article 76 of the Indonesian Criminal Code and the Circular of MARI No. 03/2002 on the handling of cases related to the principle of Ne bis in Idem. 2) In this case, the court decision must be in the froms of: a) the passing a sentence, b) being free from all of legal charges, and c) free decision. 3) The legal application of the two decisions of Medan Court of First Instance above, according two the writer, is precise and correct and the two decisions are related to each other. The two court decisions are called Ne bis In Idem because there were decided in the same court of first instance with the
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 official legal power and were related to the same criminal act. The two decisions also had the same reporter and witness, the same defendant and the same time and crime scene.
 Key words: Legal Certainty, Ne bis In Idem Principle.
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 BAB I
 PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan
 untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan,
 kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum selalu selalu berada dalam
 setiap masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern
 perkotaan. Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi, sebagaimana sifat
 hukum yang bersifat memaksa. Proses penjatuhan sanksi tersebut yang dinamakan
 penegakan hukum (law enforcement). Penegakan hukum pada hakekatnya adalah
 perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana
 sepatutnya seseorang harus bertindak1. Menurut Friedman untuk memahami efektif
 tidaknya berlakunya hukum didalam masyarakat sangat tergantung kepada tiga (3)
 Komponen / Elemen yaitu 1) Komponen Struktur (structure), 2). Komponen
 Substansi (substance) dan 3). Komponen Budaya Hukum (legal culture).2
                                                             1 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta Liberty, hal. 107, dikutip
 Titik Triwulan, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prestasi Pustaka 2006 hal. 225.  2 Lawrence M. Friedman, Introduction to the American Law, New York : W.W. Northon &
 Company, 1984, hal. 5
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 Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi
 oleh setiap masyarakat. Karakteristik di setiap masyarakat masing-masing
 memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan
 hukumnya. Dalam kehidupan bermasyarakat penegakan hukum mempunyai tujuan
 sama, yakni agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari
 penegakan hukum yang formil3. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat
 memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, dan diharapkan masyarakat
 turut serta dalam penegakan hukum yang berkeadilan, dan penegakan hukum
 berkeadilan itu adalah bagian dari perjuangan hidup dan sekaligus menggambarkan
 karekteristik masyarakatnya.
 Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia pada saat sekarang ini adalah
 hukum pidana yang telah dikodifisier, yaitu sebahagian besar termuat dari aturan-
 aturan hukum yang telah disusun secara sistematis dalam Kitab Undang-undang
 (Wetboek), yang dinamakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek
 Van Straf Recht) yang disingkat “WVS/KUHP, selain hukum pidana telah
 dikodifisier maka bahagian hukum pidana ini telah di Unifisier yaitu berlaku bagi
 seluruh masyarakat atau golongan-golongan rakyat Indonesia sehingga tidak ada lagi
 dualisme hukum. Akan tetapi pada saat sekarang ini pemerintah Indonesia yang                                                                                                                                                                           
  
 3 Syafruddin Kalo, Teori dan Penemuan Hukum, Diktat untuk Mata Kuliah Teori Hukum dan Penemuan Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2004, hal. 50.  
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 diwakili oleh Aggota Dewan Perwaklilan Rakyat Republik Indonesia telah membuat
 suatu Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang
 Hukum Pidana tahun 2006 (RUU KUHP 2006), yang didalamnya hanya
 menerangkan Dua (II) Buku saja yakni Buku Pertama (I) tentang Ketentuan Umum
 terdiri dari BAB I s/d BAB VI dimulai dari Pasal 1 s/d 210 RUU KUHP, sedangkan
 Buku Kedua (II) tentang Tindak Pidana yang terdiri dari BAB I s/d BAB XXXVI
 (Ketentuan Penutup) yang di mulai dari Pasal 212 s/d 742 RUU KUHP Tahun 2006.
 Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara Kitab Undang-undang
 Hukum Pidana warisan belanda (Wetboek Van Straf Recht) yang terdiri dari tiga (3)
 buku yakni Buku Pertama tentang Peraturan Umum, mulai dari Pasal 1 s/d 103, Buku
 Kedua tentang Kejahatan, mulai dari Pasal 104 s/d 488, sedangkan Buku Ketiga
 tentang Pelanggaran, mulai dari Pasal 489 s/d 569 KUHP dengan Rancangan Kitab
 Undang-undang Hukum Pidana yang baru adalah filosofi yang mendasarinya. KUHP
 warisan belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik (Classical
 School) yang berkembang pada abad ke - 18 yang memusatkan perhatian hukum
 pidana pada Perbuatan atau Tindak Pidana (Daad- Strafrecht). Sedangkan Rancangan
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru (RUU KUHP 2006) mendasarkan diri
 pada pemikiran Aliran Neo-Klasik (Neo-Classical School) yang menjaga
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 keseimbangan antara faktor objektif (Perbuatan/lahiriah) dan faktor Subjektif (Pelaku,
 orang atau bathiniah/sikap batin)4.
 Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem yang ada dalam Kitab Undang-
 undang Hukum warisan Belanda (KUHP) yang berlaku di Indonesia terbagi atas
 Kejahatan (Misdrijven) dan Pelanggaran (Overtredingen). Pembagian kedalam dua
 (2) jenis ini tidak ditentukan demikian nyata dalam satu pasal KUHP akan tetapi
 sudah dianggap sedemikian adanya, dan berlaku secara umum bagi seluruh rakyat
 Indonesia. Pembagian dua (2) jenis perbuatan – perbuatan pidana sebagaimana yang
 disebutkan diatas didasarkan atas perbedaan prinsipil, sebagaimana dinyatakan di
 bawah ini : Dikatakan bahwa kejahatan adalah : “ Rechtsdelichten”, yaitu perbuatan
 yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana,
 telah dirasakan sebagai onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata
 hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “wetsdelichtern” yaitu perbuatan-perbuatan
 yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet (undang-undang)
 yang menentukan demikian5.
 Setiap terjadinya Tindak Pidana yang menimbulkan kerugian dan korban bagi
 pihak lain, maka terhadap pelaku tindak pidana akan dijatuhkan suatu hukuman
 sebagai sanksi hukum atau pertanggung jawaban terhadap pelaku atas tindak pidana
 yang telah dilakukannya. Dengan demikian tujuan yang umum dari pembentukan
                                                             4 Mahmud Mulyadi, Pembaharuan Hukum Pidana, Arah Politik Hukum Pidana di dalam
 RUU KUHP 2006, Bahan Kuliah Semester Ganjil (III), Tahun Akademi 2007/2008, Konsentrasi Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana USU Medan hal. 4  
 5 Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 71 
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 hukum pidana adalah untuk memberikan sanksi hukum dan sekaligus juga untuk
 menegakkan hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat tanpa membedakan
 SARA (Suku, Agama, Ras ataupun Golongan).
 Salah satu ketegasan dan keadilan yang ditentukan dalam Kitab Undang-
 undang Hukum Pidana (KUHP) adalah setiap perkara pidana hanya dapat
 disidangkan, diadili dan diputus satu kali saja atau dengan perkataan lain suatu
 perkara pidana yang telah diputuskan oleh hakim tidak dapat diperiksa dan
 disidangkan kembali untuk yang kedua kalinya.
 Ketentuan tersebut diatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 76 ayat (1) dan
 (2) KUHP, BAB VIII, Tentang : Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya
 Hukuman yang menyatakan : ayat (1) Kecuali dalam keputusan hakim masih boleh
 diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang
 baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak
 boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan disini dengan hakim Negara Indonesia, ialah
 juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak
 memerintah sendiri, demikian juga dinegeri yang penduduknya Indonesianya,
 dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri. Ayat (2) menyatakan : Jika putusan itu
 berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu
 oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:
 1. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.
 2. Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankannya, atau mendapat ampun
 atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).
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 Ketentuan hukum yang ditegaskan diatas dalam hukum pidana disebut dengan
 “Asas Ne bis in Idem”, yang artinya : orang tidak tidak boleh dituntut sekali lagi
 lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.6
 Berlakunya dasar hukum “Ne bis In Idem” itu digantungkan kepada hal, bahwa
 terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan
 oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi, dimana putusan tersebut berisikan:
 a. Penjatuhan hukuman (veroordering). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan,
 bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan
 kepadanya; atau
 b. Pembebasan dari penuntutan hukuman (onstlag van rechtsvervolging). Dalam hal
 ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu
 dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu bukan ternyata bukan
 peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak dapat di hukum, karena tidak
 dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu; atau
 c. Putusan Bebas (Vrijspraak). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas
 peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.
 Bila sudah ada keputusan hakim yang semacam itu, orang tidak dapat dituntut
 untuk kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga, tetapi ini tidak berarti bahwa vonis
 itu tidak bisa diperbaiki lagi. Peraturan bandingan oleh hakim yang lebih tinggi,
                                                             6 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya
 lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1980, hal. 90. 
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 perampunan oleh Kepala Negara dan Cassati oleh hakim yang tertinggi senantiasa
 masih dapat dilakukan.7
 Asas ne bis in idem dalam hukum pidana juga terdapat di dalam Rancangan
 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 (RUU KUHP) Tahun 2006 di dalam BAB IV tentang (Gugurnya Kewenangan
 Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana), Bagian Kesatu Pasal 147, yang berbunyi:
 “Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama,
 jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan
 hukum tetap”. Sedangkan dalam Pasal 148 RUU KUHP Tahun 2006 berbunyi: “
 Apabila putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 berasal dari hakim luar
 negeri, maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh
 diadakan penuntutan dalam hal:
 a. Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
 b. Telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membebaskan
 terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa.
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
 Asasi Manusia (HAM), dalam BAB II tentang Asas-Asas Dasar, Pasal 2 berbunyi: “
 Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
 kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak
 terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi
                                                             7 Ibid. hal. 90 
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 peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta
 keadilan ”.8
 Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia yang terdapat dalam
 Undang-undang R.I No. 39 Tahun 1999 juga mengatur di dalamnya Hak Untuk
 Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Hak Mengembangkan Diri,
 Hak Memperoleh Keadilan, Hak Atas Kebebasan Pribadi, Hak Atas Rasa Aman, Hak
 Atas Kesejahteraan, Hak Turut Serta dalam Pemerintah, Hak Wanita, Hak Anak.9
 Dalam Bab III Bagian Keempat dari Undang-undang R.I No.39 Tahun 1999 Tentang
 Hak Asasi Manusia didalamnya terdapat Hak Memperoleh Keadilan, yang berkenaan
 dengan Asas Ne bis in Idem dalam Hukum Pidana yakni : diatur di dalam Pasal 18
 ayat (5) yang menyatakan : “ Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya
 dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan
 pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ”.10
 Kenyataan yang terjadi dalam praktek justru sebaliknya yaitu ketentuan
 hukum atau asas ne bis in idem ini telah dilanggar oleh hakim, jaksa dan polisi yaitu
 adanya suatu perkara yang telah diputus justru diperiksa, disidangkan dan dijatuhi
 hukuman kembali kepada terdakwa untuk yang kedua kalinya sebagimana yang
 tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3.529 / Pid. B / 2008 /
 PN. Mdn, tertanggal 09 Desember 2008 atas nama terdakwa H. Imbalo Rangkuti,
                                                             8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
 Pasal 2, Bab II, mengenai Asas-Asas Dasar, Citra Umbara, Bandung, L.N R.I Tahun 1999, No. 165 9 Ibid. hal. 8-24. 10 Ibid hal. 11. 
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 SH, padahal sebelumnya terhadap perkara tersebut telah disidangkan dan dijatuhi
 hukuman terhadap terdakwa yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan
 perbutan“ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primiar tersebut dalam surat
 dakwaan”, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan perbuatan pidana, dan
 menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan tersebut telah
 diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama, Terdakwa yang sama, Perkara atau
 Tindak Pidana yang sama dalam Putusan Nomor : 1.384 / Pid.B / 2004 / PN. Mdn,
 tertanggal 24 Agustus 2004.
 B. Rumusan Masalah
 Atas adanya kenyataan ini penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya
 secara lebih jelas apakah yang menjadi latar belakang terjadinya pemeriksaan suatu
 perkara pidana tersebut diatas untuk yang kedua kalinya yang secara nyata
 bertentangan dengan asas Ne bis in Idem, dan sekaligus juga untuk mengetahui
 apakah putusan tersebut sah dan berkekuatan hukum. Berdasarkan uraian tersebut,
 beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut.
 1. Apa Landasan Philosofis dan Yuridis dari Asas ne bis in idem dalam Hukum
 Pidana?
 2. Bagaimanakah sebuah Putusan dikategorikan sebagai Nebis In Idem?
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 3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam
 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 1384 / Pid.B / 2004 / PN. Mdn Jo
 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 3259 / Pid.B / 2008 / PN.Mdn?
 C. Keaslian Penelitian
 Penelitian ini didasarkan pada ide dan gagasan murni penulis, yang
 didapatkan dan dilihat dalam praktek disidang pengadilan yakni masih belum
 terlaksananya kinerja aparat penegak hukum dalam memeriksa, menuntut, mengadili
 dan memutus seseorang terdakwa di dalam proses persidangan sehingga hak dan
 kewajiban tersangka tetap dilindungi berdasarkan Undang-undang dan tidak
 terjadinya putusan untuk kedua kalinya. Berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan
 kepustakaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, penelitian dengan judul Asas
 Ne bis in idem dalam hukum pidana (Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri
 Medan No.1384/Pid.B/2004/PN.Mdn dan Putusan No. 3.259/Pid.B/2008/PN.Mdn ini
 belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini asli
 dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.
 D. Tujuan Penelitian
 Berangkat dari latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka
 tujuan dari penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui dan meneliti secara lebih jelas landasan philosofis dan yuridis
 dari asas ne bis in idem dalam hukum pidana.
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 2. Untuk mengetahui secara jelas putusan hakim yang bagaimana yang dapat
 dikategorikan sebagai ne bis in idem dalam hukum pidana.
 3. Untuk mengetahui secara jelas pertimbangan hakim dalam penerapan asas ne bis
 in idem pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 1384 / Pid.B / 2004/
 PN.Mdn jo Putusan Nomor. 3259 / Pid.B / 2008 / PN.Mdn.
 E. Manfaat Penelitian
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
 maupun praktis, masing-masing sebagai berikut :
 1. Secara praktis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan
 gambaran hukum yang jelas bagi masyarakat tentang landasan filosofis dan
 yuridis dari asas ne bis in idem.
 2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran
 terhadap putusan hakim yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai ne bis in
 idem dalam hukum pidana.
 3. Bagi aparat penegak hukum agar dapat mengetahui, memeriksa, memutus,
 mengadili dan menerapkan asas ne bis in idem dalam perkara pidana.
 F. Kerangka Teori dan Konsepsi
 a. Kerangka Teori
 1. Teori Tujuan Hukum
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 Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik
 atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus di uji dengan menghadapkannya pada
 fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.11 Kelangsungan
 perkembangan ilmu hukum senantiasa bergantung pada unsur-unsur antara lain:
 metodologi, aktivitas penelitian imajinasi sosial dan juga sangat ditentukan oleh
 teori.12
 Membicarakan tujuan dari pada hukum maka akan sangat banyak defenisi
 yang didapati, karena setiap ahli hukum akan memberikan defenisinya sendiri, sesuai
 situasi dan kondisi zamannya serta kepentingan-kepentingan saat itu. Namun
 demikian tidak berarti bahwa kita tidak mempunyai pegangan dalam menelusuri
 hutan rimba dari pada hukum. Sama seperti halnya orang berpakaian, walaupun ada
 banyak jenis-jenis pakaian dengan berbagai model, tapi orang harus memakai salah
 satu pakaian yang dianggap cocok atau sesuai dengan tubuhnya. Walaupun banyak
 pendapat para ahli hukum tentang tujuan hukum, namun penulis hanya akan
 menggunakan beberapa pendapat tentang Teori tujuan dari hukum, sesuai dengan
 tujuan penulisan penelitian ini dan sebagai landasan bagi penulisan selanjutnya.
                                                             11 J.J.J.M.Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas, Jakarta, FE UI-Press, 1996, hal.
 203. -Bandingkan M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994,
 hal.27 Menyebutkan bahwa ”Teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetap merupakan suatu abstraksi intelektual dimana merupakan suatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar”.
 Sedangkan Menurut H. Bruggink dalam bukunya “Refleksi tentang hukum” Teori adalah keseluruhan pernyataan (statement, claim, beweringen) yang saling berkaitan. 
 12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1982, hal. 6. 
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 Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam pergaulan hidup manusia,
 kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang
 lain. Maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.13
 Kepentingan-kepentingan manusia itu bermacam-macam, seperti kepentingan untuk
 menikmati apa yang menjadi haknya, kepentingan untuk mendapatkan perlindungan
 hukum, kepentingan untuk mendapatkan kebahagian hidup lahir dan batin, dan
 sebagainya.
 Menurut Muchsin sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia
 hanyalah sebagai alat. Yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang di
 maksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk
 mencapai tujuan itu.14 Secara umum, Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan
 hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Maksudnya hukum
 menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf
 Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan
 antara berbagai kepentingan. Van Kant mengatakan tujuan hukum ialah untuk
 menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid, Law Certainty), yakni mengenai hak
 dan kewajiban di dalam pergaulan hidup masyarakat. Aristoteles mengatakan tujuan
 hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota
 masyarakat sebanyak-banyaknya, sedangkan Roscoe Pound mengatakan tujuan
                                                             13 Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal.
 11 14 Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hal. 11  
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 hukum ialah sebagai alat untuk membangun masyarakat (law is tool of social
 engineering).
 Pada dasarnya Teori yang berkenaan dengan judul penulis diatas adalah Teori
 yang berkenaan dengan Tujuan Hukum yakni 1).Kepastian Hukum yang
 dikemukakan oleh Van Kant, Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum
 setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. 2).
 Kemanfaatan Hukum ialah terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan
 masyarakat, karena adanya hukum tertib (rechtsorde), sedangkan 3). Keadilan Hukum
 maksudnya setiap orang tidak akan merasa dirugikan kepentingannya dalam batas-
 batas yang layak.
 Teori Kepastian Hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin
 kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi
 kepastian yang di capai “ oleh karena hukum ”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas
 lain: hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya
 kadang-kadang yang adil terpaksa di korbankan untuk yang berguna. Ada dua (2)
 macam pengertian “ kepastian hukum ” yaitu kepastian “ oleh karena ” hukum dan
 kepastian “ dalam atau dari hukum ”. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum
 itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang
 (UU) itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat
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 berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan hukum) dan dalam UU tersebut tidak
 dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.15
 Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” mengatakan bahwa:
 Teori Kegunaan Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk
 menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan
 memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan
 hukum).16 Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau
 kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam
 kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (rechtsorde).
 Teori Keadilan Hukum menerangkan bahwa: setiap orang tidak akan merasa
 di rugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak. Jadi keadilan bukan berarti
 bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama.
 Keadilan di bagi kepada dua (2) macam yakni:
 1. Keadilan Distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah
 menurut jasanya, ia tidak dibenarkan menuntut bagian yang sama banyaknya.
 Contohnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan.
 2. Keadilan Kommutatif ialah keadilan yang memberikanpada setiap orang sama
 banyaknya tanpa mengingat jasa-jasa perorangan. Contohnya dalam hal tukar-
 menukar barang ataupun jasa, diusahakan supaya sedapat mungkin terdapat yang
 dipersamakan antara yang dipertukarkan.                                                             
 15 Solly Lubis, Diktat Teori Hukum, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, hal. 43  
 16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, Cet.ke-3, 1991, hal.13 
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 Maka pada hakekatnya tidak ada undang-undang yang sempurna, bahkan
 justeru ada ketidak-adilan dalam undang-undang yang resmi berlaku
 (GesetzlichesUnrecht) tapi sebaliknya ada pula keadilan di luar undang-undang
 (Uebergesetzliches Recht). Maka seyogianya siapapun harus berhati-hati
 mempergunakan ungkapan, slogan ataupun semboyan “ menegakkan supremasi
 hukum ” kalau yang ditegakkan belum tentu ataupun sama sekali tidak mengandung
 keadilan, karena yang di maksud sebenarnya adalah “ menegakkan supremasi hukum
 yang berkeadilan ” dan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan itu adalah
 bagian dari perjuangan hidup dan sekaligus menggambarkan karekteristik
 masyarakatnya.17
 Pada dasarnya tujuan hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai,
 yakni bahwa tujuan hukum yang demikian hanya dapat dicapai jika hukumnya
 mengandung “keadilan” maksudnya peraturan yang mampu memelihara
 keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi dimana setiap orang
 memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.
 b. Landasan Konsepsi
 Berikut ini adalah defenisi operasional dan istilah-istilah yang dipakai dalam
 penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
                                                             17 S. Tasrif, Menegakkan Supremasi Hukum, dalam buku Menegakkan Rule of Law di bawah
 Orde Baru, diterbitkan oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Jakarta, 1971, hal. 18-19 
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 Menurut Satjipto Rahardjo Asas Hukum adalah : merupakan jantung peraturan
 hukum, karena sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan
 hukum, juga sebagai alasan (dasar pemikiran) bagi lahirnya peraturan hukum. Asas
 hukum itu tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum,
 melainkan akan tetap saja ada, dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum
 dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat18
 Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo dikatakan, bahwa Asas Hukum
 adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum
 tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, dan bahwa asas hukum
 itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.19
 Asas Ne bis in idem menurut penjelasan Pasal 76 KUHPidana adalah : Orang
 tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah
 diputuskan oleh hakim.
 Putusan Pengadilan adalah : Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
 pengadilan terbuka, yang dapat merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari
 segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
 undang ini.20
                                                             18 Satjipto Rahardjo, Op.cit hal.43-45. 19 Sudikno Mertukusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Jakarta, 1988, hal. 32. 20  UU R.I No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Penjelasannya, Titik Terang, 1995,
 hal.13. 
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 Pembuktian adalah : Bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan
 terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung
 jawabkannya.21
 Jaksa adalah : Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
 bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah
 memperoleh kekuatan hukum tetap.22
 Penuntut Umum adalah : Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang
 ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.23
 Hakim adalah : Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-
 undang untuk mengadili.24
 Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di
 sidang pengadilan.25
 Pada asasnya semua terdakwa yang diduga dan didakwa sebagai pelaku suatu
 tindak pidana harus dituntut di depan persidangan pengadilan pidana, akan tetapi baik
 secara umum maupun secara khusus Undang-undang telah menentukan adanya suatu
 peniadaan atau penghapusan suatu penuntutan terhadap terdakwa dalam hal-hal
 tertentu.
 Adanya suatu peniadaan atau penghapusan tuntutan terhadap terdakwa secara
 umum adalah :
                                                             21 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 106. 22 UU R.I No. 8 Tahun 1981, Op.cit, hal.12. 23 Ibid. 24 Ibid. 25Ibid. hal.13. 
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 1. Telah ada putusan hakim tetap (de kracht van een rechtelijk gewijsde) mengenai
 tindakan (feit) yang sama (Pasal 76 KUHP).
 2. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
 3. Perkara tersebut daluwarsa (Pasal 78 KUHP)
 4. Terjadinya penyelesaian di luar persidangan (Pasal 82 KUHP).26
 Dengan demikian salah satu penyebab penghapusan atau peniadaan
 penuntutan terhadap terdakwa adalah ne bis in idem. Dalam ketentuan Pasal 76
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) ditegaskan :
 1. Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak
 boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah di putuskan oleh
 hakim negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh di ubah lagi.
 2. Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan
 terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal :
 a. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman.
 b. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis di jalaninya atau mendapat
 ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat
 waktunya).
                                                             26 S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-
 PETEHAEM, Jakarta, 1996, hal. 418  
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 Pengertian dari Ne bis in idem menurut pendapat S.R Sianturi adalah sebagai
 berikut : Ne bis in idem atau juga disebut non bis in idem tidak melakukan
 pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (feit) yang sama. Ketentuan ini
 didasarkan pada pertimbangan bahwa pada suatu saat nantinya harus ada akhir dari
 pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari berlakunya pegangan agar tidak lagi
 mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak
 pidana yang sudah mendapatkan putusan hakim yang tetap27.
 Sedangkan Asas Ne bis in idem menurut I Wayan Parthiana adalah ; bahwa
 orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan
 yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan
 atau tindak pidana yang di tuduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan atau dijatuhi
 putusan untuk kedua kalinyaatau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut.28
 Maksud dari Asas ne bis in idem adalah seseorang tidak boleh diadili dan atau
 dijatuhi putusan lebih dari satu kali atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Adapan
 dasar pertimbangannya mengapa seseorang tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan
 lebih dari satu kali atas satu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya,
 disebabkan karena dia akan sangat di rugikan dan terhadapnya tidak diberikan
 jaminan kepastian hukum. Inti dari pada ne bis in idem adalah suatu perkara pidana
 yang sebelumnya telah pernah diputus oleh hakim tidak boleh dilakukan penuntutan
 dan persidangan kembali dengan perkara yang sama dan juga dengan terdakwa yang
                                                             27 Ibid. 28 I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2006, hal. 65 
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 sama, dimana putusan sebelumnya sudah tidak bisa di rubah lagi serta telah
 mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 Pengertian dari suatu putusan yang “Inkracht Van Gewijsde” adalah : Bahwa
 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan terhadap putusan
 tersebut masih dimungkinkan lagi ada upaya hukum. Hal ini merupakan
 Implementasi dari asas “praduga tidak bersalah” (Presumption of Innocence), artinya
 bagi seseorang tersangka / terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan pada
 dasarnya dianggap tidak bersalah terlebih dahulu sebelum dipersidangan dinyatakan
 telah terbukti bersalah dan putusan hakim tersebut telah memperoleh kekuatan hukum
 tetap.29 Sedangkan pengertian “Inkracht Van Gewijdse Zaak” adalah : Bahwa
 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sudah tidak
 dapat lagi dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum Biasa (Banding dan Kasasi)
 dan upaya hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali).30
 G. Metode Penelitian
                                                             29 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
 1986, hal. 438.  30Ibid. 
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 Sebagai suatu penelitian ilmiah maka rangkaian kegiatan dalam penelitian ini
 mengikuti metode-metode penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Sumatera
 Utara, sebagai berikut:
 a. Tipe Penelitian
 Tipe Penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif yang mengacu
 kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
 putusan pengadilan.31 Menurut Johnny Ibrahim, bahwa penelitian hukum normatif ini
 adalah : untuk menghasilkan ketajaman analisis hukum yang didasarkan pada doktrin
 dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang telah tersedia
 sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan
 problem hukum faktual yang di hadapi masyarakat, maka tidak ada jalan lain
 berkenalan dengan ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum praktis normologis dan
 mengandalkan penelitian hukum normatif.32
 Sedangkan dari sudut penerapannya penelitian ini adalah penelitian terapan
 (applied research). Tujuan utamanya yakni diharapkan penelitian ini nantinya akan
 dapat diterapkan dan di manfaatkan.33 Spesifikasi penelitian tesis ini termasuk
 deskriftif analistis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku
                                                             31 Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo
 Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.  32 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media
 Publishing, Surabaya, Cet. Ke-II, 2006, hal. 73. 33 Alvi Syahrin, Hubungan Berpikir Ilmiah dan Karya Ilmiah, disampaikan pada Kuliah
 Metode Penelitian Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, 2004, hal. 12 -13. 
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 dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang
 menyangkut permasalahan diatas.
 Jadi dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah metode
 penelitian normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk
 menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.
 Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun bedasarkan disiplin ilmiah dan
 cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu
 sendiri.34
 b. Pendekatan Masalah
 Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif,
 maka penelitian ini menggunakan tiga (3) pendekatan yakni :
 1. Pendekatan Perundang-undangan (statute-approach) Pendekatan perundang-
 undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
 bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.35
 2. Pendekatan Kasus (case approach)
 Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-
 kasus hukum yang berkaitan dengan asas ne bis in idem yang telah berkekuatan
 hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah
                                                             34Johnny Ibrahim,  Op.cit. hal. 57 35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 93 
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 ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai
 kepada suatu putusan.36
 3. Pendekatan Konsep (conceptual approach)
 Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep asas nebis in
 idem dalam hukum pidana, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum
 tidak lagi memungkinkan ada pemahaman yang ambigu dan kabur sehingga
 menjadi celah bagi aparat penegak hukum dalam menuntut terdakwa sekali lagi
 lantaran perbuatan (peristiwa) pidana yang baginya telah di putus oleh hakim.
 c. Sumber Data
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder terdiri
 dari :
 1. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang
 di urut berdasarkan hierarki perundang-undangan mulai dari UUD 1945, TAP
 MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-
 undang, serta Putusan-putusan Pengadilan yang menyangkut Asas Ne bis in
 Idem dalam hukum pidana.
 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku
 teks, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel hukum di majalah, surat kabar,
 pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan jurnal ilmiah
 hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan
 penelitian ini.                                                             
 36 Ibid. hal.94 
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 3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
 penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus
 hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
 d. Tekhnik Pengumpulan Data
 Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik
 kepustakaan (library research), yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan
 dengan topik dalam tesis ini, seperti : buku-buku hukum, majalah hukum, peraturan
 perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian,
 pendapat para sarjana, dan bahan-bahan penunjang lainnya.
 e. Analisis Data
 Analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data
 pada suatu pola kategori dan satuan. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka
 dikumpulkan, diurutkan, dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan
 uraian dasar.37 Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yakni
 dengan mempelajari, menganalisis dan memperhatikan kualitas serta kedalaman data
 sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
                                                             37 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kwalitatif, Remaja Rosdakarya, Cet.ke. 10, Bandung,
 1999, hal. 103.  
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 BAB II
 LANDASAN FILOSOFIS DAN YURIDIS DARI LAHIRNYA ASAS NE BIS IN IDEM
 A. Landasan Filosofis
 Landasan filosofis dari lahirnya asas ne bis in idem dalam hukum pidana
 adalah adanya jaminan kepastian hukum seseorang dalam melakukan suatu tindak
 pidana. Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum, setiap orang
 mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kegunaaannya ialah
 terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat karena adanya
 hukum tertib (rechtsorde), sedangkan dengan keadilan dimaksudkan setiap orang
 tidak akan merasa dirugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak.
 Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum
 memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya dengan
 meletakkan kepastian hukum38 sebagai asas dalam penegakan hukum berdasarkan
 kaedah umum, bahwa penjatuhan hukuman harus setimpal dengan kesalahannya.
 Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang
 sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada
 pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam                                                             
 38 Istilah kepastian hukum dalam hukum pidana Indonesia mengacu kepada kepada kodifikasi hukum (Code Napoleon 1804) dan dengan menggunakan istilah itu, diluar kodifikasi itu tidak diakui adanya aturan hukum, sehingga hukum yang diterapkan Hakim hanya apa yang tercantum dalam kitab undang-undang itu saja. Jadi undang-undanglah yang dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum. Pandangan ini bertumpu pada anggapan bahwa hukum itu berasal dari kehendak mereka yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, ialah berasal dari kehendak pembentuk undang-undang. Penciptaan hukum diluar pembentukan undang-undang tidak diakui. Lihat Sudarto, Kapita Selekta Hukum, Cet. II., Bandung, Alumni, 1986, hal. 53-54. 
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 kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan.
 Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak
 mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian
 akan menjadi mati dengan sendirinya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam
 masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa
 apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu
 yang memang sebaiknya. Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran
 hukum. Yaitu dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Dalam menegakkan
 hukum ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu : (1) Kepastian Hukum; (2)
 Kemanfaatan; (3) Keadilan.39
 Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya
 atau kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan
 masyarakat (manusia). Karenanya, pelaksanaan dan penegakan hukum harus
 memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai terjadi pelanggaran dan penegakan
 hukum merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.
 Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Karenanya,
 peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus
 mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus.
 Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-
                                                             39 Sudikno Mertukusumo, Op.cit, hal. 130. 
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 nilai keadilan.40 Hakim dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus
 memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Putusan itu
 harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula
 mengandung kemanfaatan hukum.
 Penerapan terciptanya kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam suatu perkara
 pidana dan untuk menciptakan rasa ketentraman dalam masyarakat serta bagi seorang
 terdakwa tidak akan diganggu dengan adanya tuntutan terus menerus oleh negara
 dalam perkara yang sama dan juga negara tidak terus menerus disibukkan untuk
 menuntut dan mengadili orang yang sama dengan kasus yang sama, maka hal tersebut
 telah memenuhi unsur-unsur asas ne bis in idem, yang berkaitan dengan tindak
 pidana yang sama, orang yang sama, tempat kejadian dan tempat (locus delicti dan
 tempus) yang sama.
 Kaitannya Landasan Filosofis dari asas nebis in idem adalah pada
 mazhab/aliran positivisme perundang-undangan atau disebut aliran legisme, aliran ini
 menerangkan bahwa di luar undang-undang tiada hukum, hanya undang-undang yang
 menjadi sumber hukum satu-satunya. Pandangan legisme dikemukakan dalam zaman
 pikiran rasionalistis berdasarkan dua hal yaitu: (a). hukum yang ditentukan dalam
 undang-undang ialah hasil pekerjaan badan legislatif yang menggunakan ratio (akal),
 maka dari itu hanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi hukum. b).
 hukum kebiasaan tidak mungkin diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh,
                                                             40 H. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti,
 2004, Bandung, hal. 183. 
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 karena corak kebiasaan itu berlain-lainan menurut waktu dan tempat, jadi tidak dapat
 disesuaikan dengan kepercayaan pada suatu hukum alam yang sifatnya tetap dan
 tidak berubah-ubah dimana juga pada waktu apapun.41
 Aliran Positivisme/Legisme lebih dikenal dengan asas yang dirumuskan
 dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni Asas Legalitas yang berbunyi : “ Tiada suatu
 perbuatan atau peristiwa (feit) yang dapat dipidana (dihukum) kecuali berdasarkan
 ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari
 perbuatan itu.” Maka Pasal 1 ayat (1) KUHP memberikan kekuatan berlaku surut bagi
 peraturan tersebut. Jiwa dari peraturan ini mengandung maksud apabila asas legalitas
 tidak diulangi lagi dalam rumusan undang-undang hukum pidana yang lebih rendah
 dari Undang-undang Dasar, akan menimbulkan kesulitan karena badan pembentuk
 undang-undang tidak dapat mengubah pembentuk Undang-Undang Dasar, lain halnya
 kalau mengubah undang-undang yang tingkatannya lebih rendah apabila keadaan
 yang diperlukan mudah untuk membuat peraturan yang baru yang mengatakan
 undang-undang berlaku surut (Retro-Aktif).42
 Asas dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut dikenal dengan asas nulla poena,
 lengkapnya adalah nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, yang
 dikembangkan oleh seorang pakar jerman bernama Paul Johann Anselm von
 Feuerbach (1775-1883) merumuskan dalam bukunya: “Lehrbuch des peinlichen
                                                             41 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1961, hal.
 173-174.  42 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 70-
 71. 
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 Recht” pada tahun 1801. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, ajarannya dikenal
 dengan de leer van de psychologische dwang (ajaran tentang pemaksaan secara
 psikologis). Pada dasarnya ajaran beliau memuat tiga ketentuan, yakni43
 a. Nulla puna sine lege, yang bermakna bahwa setiap penjatuhan hukuman harus
 didasarkan pada suatu undang-undang;
 b. Nulla poena sine crimine, yang bermakna bahwa penghukuman hanya dapat
 dilakukan jika perbuatan itu telah diancam dalam suatu undang-undang;
 c. Nullum crimen sine poena legali, yang bermakna bahwa perbuatan tersebut telah
 diancam oleh suatu undang-undang yang berakibat dijatuhkannya hukuman
 berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dimaksud.
 Asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan
 didalam bahasa Latin: “Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang
 dapat disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan : “Tidak ada delik,
 tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai
 istilah Latin: “Nullum crimen sine lege stricta, yang dapat disalin kata demi kata pula
 dengan: “ Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.44
 Menurut Hazewinkel-Suringa pengertian asas legalitas memakai kata-kata
 dalam bahasa belanda “Geen delict, geen straf zonder een voorafgaande
                                                             43 Mr. J.M. Van Bammelen, Hukum Pidana 1, Bandung, Bina Cipta, 1986, hal. 55.  44 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 39-40. 
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 strafbepaling” untuk rumusan yang pertama dan “Geen delict zonder een precieze
 wettelijke bepaling” untuk rumusan yang kedua.45
 Ada dua (2) hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut:
 1) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan
 dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus
 tercantum didalam undang-undang pidana.
 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kekecualian yang
 tercantum didalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.
 Sepanjang sejarah dari perkembangan hukum pidana dengan segala faktor-
 faktor yang mempengaruhinya, dapat disusun dalam empat (4) macam sifat ajaran
 yang dikandung oleh asas legalitas yaitu:
 a. Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada perlindungan
 individu untuk memperoleh kepastian hukum dan persamaan hukum
 (rechtszekerheid en rechtsgelijkheid) terhadap penguasa agar tidak sewenang-
 wenang.
 b. Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada dasar dan tujuan
 pidana agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat,
 serta tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat,
 karena itu masyarakat harus mengetahui lebih dahulu rumusan peraturan yang
 memuat tentang perbuatan pidana dana ancaman pidananya.
                                                             45 D. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van het nederlandse Strafrecht, bewerk door
 J. Remmelink. Groningen : H.D Tjeenk Willink B.V, 1983.  
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 c. Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada dua (2) unsur
 yang sama pentingnya, yaitu bahwa yang diatur oleh hukum pidana tidak hanya
 memuat ketentuan tentang perbuatan pidana saja, tetapi juga harus diatur
 mengenai ancaman pidananya agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam
 menjatuhkan pidana.
 d. Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada perlindungan
 hukum lebih utama kepada negara dan masyarakat daripada kepentingan
 individu, dengan pokok pikiran tertuju kepada “ a crime is a socially dangerous
 act commission or ommission as prescribed in criminal law”. 46
 Asas legalitas merupakan konsekwensi dari kepastian hukum, rakyat yang
 tertindas hak-haknya berhak menghendaki adanya kepastian hukum. Ketidak-pastian
 hukum saat sekarang ini semakin meluas, pegangan bagi rakyat kecil terhadap
 peraturan perundang-undangan tidak dijalankan, rakyat bergolak menuntut perlakuan
 yang adil, rakayat menuntut diberikannya oleh penguasa hak-hak perlindungan
 hukum dan adanya jaminan atas hak-ahak tersebut. Penguasa (peradilan) terikat
 kepada ketentuan perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum bagi
 pencari keadilan.
                                                             
 46 Bambang Poernomo, Op.cit, hal. 72-73. 
   

Page 57
                        

 
 B. Landasan Yuridis
 Landasan Yuridis biasanya diartikan suatu bentuk susunan dari suatu
 peraturan perundang-undangan yang tertinggi (UUD 1945) sampai dengan peraturan
 perundang-undangan yang paling rendah atau paling bawah disebut juga sebagai
 hierarki perundang-undangan yang berkenaan dengan asas ne bis in idem dalam
 hukum pidana.
 Landasan Yuridis dari Asas ne bis in idem dalam Hukum Pidana adalah:
 Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
 Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang berbunyi:
 1. Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak
 boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah di putuskan oleh
 hakim negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh di ubah lagi.
 2. Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan
 terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:
 a. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman.
 b. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis di jalaninya atau mendapat
 ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat
 waktunya).
 Dalam Pasal tersebut diatas diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut:
 “Asas Ne bis in idem” yang artinya : Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran
 perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Jadi Asas Ne bis in
 Idem merupakan penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian
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 hukum. Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap
 asas ne bis in idem mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang
 diberikan mengalami perluasan tidak hanya di tujukan pada terdakwa dalam proses
 persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang
 sama, perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan
 (abuse of power) di pengadilan.47
 Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan
 hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk
 direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan dalam masyarakat menunjukkan
 bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah,
 padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia,
 masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai
 perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial
 bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah
 keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan
 perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan.48
 Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum hukum
 (polisi, jaksa, hakim dan advokat) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk
                                                             47 Pentingnya Perlindungan Korban Kejahatan dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of
 Basic Principle of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari Seventh United Nation Conggres on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.  
 48 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 24. 
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 melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan
 korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi
 korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan
 tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang
 memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu
 belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu,
 pelaku dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (Presumption of Innocence) atau
 yang disebut dengan Asas Praduga Tidak Bersalah.49
 1. Syarat-syarat Ne bis In Idem
 Suatu perkara pidana yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat
 dinyatakan sebagai perkara yang ne bis in idem apabila telah memenuhi syarat-syarat
 tertentu. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan : Unsur Ne bis in
 idem baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara mesti terpenuhi syarat-syarat
 yang ditentukan Pasal 76 KUHP yaitu :
 1. Perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan positif.
 Inilah syarat pertama Tindak Pidana yang di dakwakan kepada terdakwa telah di
 periksa materi perkaranya di sidang pengadilan, kemudian hasil pemeriksaan
 hakim atau pengadilan telah menjatuhkan putusan.
                                                             
 49 Ibid. hal.25. 
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 2. Putusan yang dijatuhi telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 Jadi agar dalam suatu perkara melekat unsur ne bis in idem mesti terdapat
 kedua (2) syarat tersebut.50
 Dalam perkara pidana putusan pengadilan atau putusan hakim yang bersifat
 positif terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan di dakwakan dapat berupa :
 1. Pemidanaan (sentencing).
 Kepada diri terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan tentang peristiwa
 pidana yang dilakukannya, dan apa yang telah di dakwakan oleh jaksa penuntut
 umum terhadap diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa pidana yang
 dilakukannya;
 2. Putusan pembebasan (vrijspraak).
 Dalam putusan yang seperti ini, peristiwa pidana yang didakwakan kepada diri
 terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan;
 3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging).
 Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada
 terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata
 bukan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum, karena
 tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya itu.51
 Meskipun salah satu syarat agar suatu putusan perkara pidana dapat
 dinyatakan telah ne bis in idem adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan                                                             
 50  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Ke.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 450.  
 51 R. Soesilo, Loc.cit.   
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 hukum yang tetap, akan tetapi tidak semua jenis putusan hakim yang telah
 berkekuatan hukum tetap dan kemudian terhadap terdakwa dan perkara pidana yang
 sama dapat dituntut dan disidangkan kembali dinyatakan sebagai perkara pidana yang
 telah ne bis in idem.
 Oleh karena itu sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam suatu
 perkara pidana itu bukan berdasarkan putusan yang positif atas peristiwa pidana yang
 didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi berada di luar peristiwa pidananya yakni
 berupa putusan yang dijatuhkan dari segi formal atau putusan yang dijatuhkan
 bersifat negatif, maka dalam putusan tersebut tidak dapat melekat unsur Ne bis in
 idem. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetap diperiksa dan
 disidangkan kembali tidak dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ne bis in idem
 adalah sebagai berikut :
 1. Putusan yang menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.
 Putusan yang dijatuhkan disini adalah putusan yang bersifat formal atas alasan
 surat dakwaannya tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam ketentuan
 Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menerangkan bahwa Surat dakwaan yang tidak
 memenuhi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
 didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
 Maka surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.52
                                                             
 52 KUHAP dan Penjelasannya, Op.cit., hal. 68.  
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 2. Putusan yang menyatakan Surat Dakwaan tidak dapat diterima.
 Dalam hal putusan ini biasanya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan yang
 mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
 atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka
 setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan
 pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya
 mengambil keputusan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).53
 3. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili.
 Putusan ini adalah putusan yang dijatuhkan atas alasan formal, artinya Pengadilan
 Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang
 dilakukan dalam daerah hukumnya (Pasal 84 KUHAP).54 Putusan ini biasanya
 disebut kewenangan relatif mengadili perkara (kompetensi relatif) yang
 didasarkan kepada faktor “daerah hukum” atau wilayah hukum” suatu pengadilan.
 Dari ketiga jenis putusan tersebut diatas tidak dapat melekat unsur ne bis in
 idem, sebab putusan tersebut yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan yang bukan
 menyangkut peristiwa pidananya yang dilakukan dan didakwakan terhadap terdakwa,
 meskipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
                                                             53 Ibid. hal. 74. 54 Ibid. hal. 64. 
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 2. Tujuan Ne bis in idem
 Setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap diri terdakwa baik
 putusan yang merupakan pemidanaan ataupun putusan yang lainnya adalah sebagai
 bentuk pertanggung jawaban yang di berikan oleh undang-undang terhadap terdakwa
 yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah melakukan suatu
 tindak pidana. Setiap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana
 hanyalah dapat dipertanggung jawabkan terhadap peristiwa atau tindak pidana yang
 telah dilakukannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang
 tidak pernah dilakukannya, dan juga hanya berhak menjalani hukuman yang
 dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak pidana yang dilakukannya.
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang
 berlaku di negara Indonesia dalam ketentuan Pasal 76 KUHP secara tegas
 menyatakan terhadap diri terdakwa hanya diperbolehkan diperiksa sekali saja
 terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan secara tegas Undang-undang melarang
 terdakwa untuk di periksa dan disidangkan kemabali untuk kedua kalinya dengan
 peristiwa dan tindak pidana yang sama. Penerapan asas ne bis in idem dalam perkara
 pidana adalah mempunyai suatu tujuan yang tertentu. Adapun yang merupakan tujuan
 dari ne bis in idem ini adalah:
 1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa
 pidana yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa/tindakan pidana ada
 beberapa putusan-putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan
 rakyat terhadap pemerintahnya.
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 2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang di
 biarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali
 dalam peristiwa yang sekali telah di putus.55
 Dengan demikian jelas bahwa tujuan penerapan asas ne bis in idem dalam
 perkara pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri terdakwa
 agar tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana
 yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar
 pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah
 diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang
 berbeda-beda.
                                                             
 55 R. Soesilo Op.cit, hal. 90. 
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 BAB III
 PUTUSAN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI NE BIS IN IDEM
 A. Pengertian Putusan
 Menurut KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Pengertian
 Putusan Pengadilan adalah “ Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
 pengadilan terbuka, yang dapat merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari
 segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
 undang ini.”56 Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai
 pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan
 bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara
 para pihak.57
 Menurut Leden Marpaung pengertian “Putusan Hakim” sebagai berikut:
 “Putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan
 dinilai dengan sematang-matangnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.
 Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktek” yang dikeluarkan
 Kejaksaan Agung RI 1985 hal. 221. Rumusan di atas terasa kurang tepat.
 Selanjutnya, jika di baca pada buku tersebut, ternyata “putusan” dan “keputusan”
 dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan “Putusan” (vonnis) sebagai “vonis
 tetap.” (defenitif) (Kamus istilah hukum Fockeme Andrea). Rumusan-rumusan yang
 kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum.                                                             
 56 KUHAP dan Penjelasannya, Op.cit. hal.12.  57 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.
 175. 
   

Page 66
                        

 
 Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan
 kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan
 dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada
 juga yang disebut “interlocutoir” yang di terjemahkan dengan keputusan antara atau
 keputusan antara atau keputusan sela dan “preparatoire” yang diterjemahkan dengan
 keputusan pendahuluan / keputusan persiapan serta keputusan “provisionele” yang
 diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.58
 Menurut Lilik Mulyadi Putusan Pengadilan adalah “ Putusan yang diucapkan
 oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk
 umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya
 berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum di
 buat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.59 Apabila hakim
 memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut
 umum membacakan tuntutan-tuntutannya (requisitor) setelah itu giliran terdakwa
 atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya, yang dapat dijawab oleh
 penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat
 giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).
 Dalam upaya menghindari timbulnya kesalahan pengambilan keputusan oleh
 hakim, maka seorang hakim sebelum memutus perkara dipersidangan perlu
                                                             58 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Sinar Grafika,
 Jakarta, 1995, hal. 406. 59 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya,
 Alumni, Bandung, 2007, hal. 203.  
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 memperhatikan pendekatan secara psikologi60, maka dalam Pasal 182 ayat (6)
 KUHAP putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil pemufakatan
 bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat
 dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
 b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih
 adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terhadap terdakwa.
 Dalam praktek, bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa
 “Penetapan” atau “Putusan Sela” atau sering pula dalam Bahasa Belanda “Tussen
 Vonnis”. Putusan Jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1)
 KUHAP yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau
 penasehat hukumnya mengajukan “keberatan/eksepsi” terhadap surat dakwaan
 Jaksa/Penuntut Umum.
 Pada hakikatnya, putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa :
 1) Penetapan yang menentukan “ tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili
 suatu perkara “ (verklaring van onbevoegheid) karena merupakan kewenangan
 relatif Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1),
 Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa / Penuntut Umum batal demi
 hukum (nietig van rechswege / null and void). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal
                                                             60  Yusri Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim (Kajian Putusan Hakim dalam Perkara
 Pidana), Citra Media, Sidoarjo, 2005, hal. 38. 
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 156 ayat (1) KUHAP dan surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143
 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan
 Pasal 143 ayat (3) KUHAP;
 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat
 diterima (niet onvankelijk verklaard) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1)
 KUHAP disebabkan materi perkara tersebut sudah kadaluarsa, materi perkara
 seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah ne bis in
 idem, dll.61
 Selanjutnya, bentuk “Penetapan” atau “Putusan Sela” ini secara formal dapat
 mengakhiri perkara jikalau terdakwa dan atau penasehat hukum / advokat serta
 penuntut umum telaah menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Akan
 tetapi, secara materiel perkara dapat dibuka kembali apabila Jaksa/Penuntut Umum
 melakukan perlawanan atau verzet dan kemudian “perlawananan / verzet”
 dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri
 melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Kalau dijabarkan lebih lanjut
 mengapa putusan ini disebut sebagai putusan akhir, karena disamping dimungkinkan
 perkara tersebut secara materiil dapat dibuka kembali karena adanya “verzet” atau
 “perlawanan” yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi juga disebabkan dalam ini
 “materi pokok perkara” atau pokok perkara” yang sebenarnya yaitu tahap pembuktian
 berupa keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh
 Majelis Hakim.                                                             
 61 Ibid. hal. 204-205. 
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 1. Bentuk Putusan dalam Perkara Ne bis in Idem
 a. Putusan Bebas (Vrijspraak)
 Putusan Bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas
 atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal. Inilah
 pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum,
 dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.62 Pada
 asasnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti
 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
 didakwakan Jaksa / Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa
 dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak
 dijatuhi pidana”.63
 Seorang terdakwa yang dijatuhi putusan bebas oleh majelis hakim di
 pengadilan maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan dari Pasal 191 KUHAP ayat
 (1), yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat:
 a. Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan;
 b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “ tidak terbukti”
 secara sah dan meyakinkan.64
 Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh
 majelis hakim yang bersangkutan:
                                                             
 62 M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 347. 63 Lilik Mulyadi, Op.cit., hal. 217.  64 KUHAP dan Penjelasannya, Op.cit., hal. 90. 
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 a. Tidak memenuhi asas Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif
 Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan
 kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti,
 tidak diyakini oleh hakim.
 b. Tidak memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian
 Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat
 bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan
 kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti
 yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut sekaligus terkandung dua
 asas:
 Pertama; asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang
 mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup
 terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan
 terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan
 kebenaran kesalahan terdakwa.
 Kedua; Pasal 183 KUHAP tentang alat bukti yang sah juga mengandung asas
 batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan
 terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka bertitik
 tolak dari kedua asas yang diatur dalam pasal 183 KUHAP tersebut, dihubungkan
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 dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Putusan Bebas pada umumnya didasarkan pada
 penilaian dan pendapat hakim:65
 a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua
 alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan
 ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan
 kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti
 secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti
 yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang
 didakwakan kepada terdakwa;
 b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak
 memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang
 diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal ini yang
 seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga
 bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan unus testis nullus testis
 atau seorang saksi bukan saksi;66
 c. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang
 terbukti itu tidak di dukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian
 sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP; yang
 mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian
                                                             65 M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 348.   66 KUHAP dan Penjelasannya, Op.cit., hal. 87. Maksud Pasal 185 (2) diatas yaitu : keterangan
 seorang saksi (1 saksi) saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.  
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 kesalahan terdakwa yang didakwakan jaksa penuntut umum harus didasari dengan
 alat bukti yang sah, dan harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara
 formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian
 yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak di dukung oleh keyakinan hakim.
 Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan
 pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.
 Akan tetapi sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat lagi
 di perluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala
 tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP, Buku Kesatu Bab III terdapat beberapa
 pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap
 seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang
 ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu
 merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, antara lain:67
 1. Pasal 44 KUHP; apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa “ tidak
 dapat dipertanggungjawabkan “ kepadanya, disebabkan:
 a. karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gebrekkige ontwikkeling) atau
 mental disorder, sehingga akalnya tetap sebagai anak-anak, atau
 b. jiwanya terganggu karena penyakit (ziekelyk storing) seperti sakit gila,
 hysteria, epilepsy, melankolik, dan sebaginya.
 2. Pasal 45 KUHP; perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum
 cukup umurnya 16 tahun.                                                             
 67  M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 349. 
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 Terhadap pelaku tindak pidana yang belum cukup umurnya 16 tahun; hakim dapat
 menentukan :
 a. memerintahkan supaya anak yang bersalah di kembalikan kepada orang
 tuanya, walinya, atau pemeliharanya “ tanpa hukuman pidana”, atau
 b. memerintahkan supaya anak yang bersalah tersebut diserahkan kepada
 pemerintah “tanpa pidana apapun”, jika perbuatan yang dilakukannya
 merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diatur dalam Pasal
 489, 490, 492, 496, 497, 503 KUHP dan seterusnya, sebagaimana yang
 dirinci pada Pasal 45 KUHP.
 c. Pasal 48 KUHP; orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan
 perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (overmacht) baik bersifat
 daya paksa batin atau fisik.
 Orang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara
 nyata dan objektif hal ini terbukti; maka menurut ketentuan Pasal 48 KUHP orang
 yang melakukan perbuatan tadi “tidak” dijatuhi hukuman pidana. Cuma dalam
 keadaan yang seperti ini peniliaian terhadap overmacht, harus sedemikian rupa
 keadaanya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan
 “impossibilitas”.68 Artinya, orang tersebut secara mutlak (absolut) dan objektif tidak
 mempunyai pilihan lain lagi selain daripada mesti melakukan perbuatan itu.
 Ketidakmungkinan melakukan pilihan selain daripada melakukan perbuatan tadi.
 bukan semata-mata ditinjau dari sudut subjektif pelaku. Kelogisan ketidakmungkinan                                                             
 68 Ibid. 
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 itu harus dilihat dari kaca mata objektif; sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan
 dalam kehidupan masyarakat.
 3. Pasal 49 KUHP; orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada
 serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap
 orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan. Orang yang melakukan
 pembelaan diri atau self defence maupun “pembelaan darurat” yang demikian
 “tidak dipidana”. Terdakwa harus “diputus bebas”, asal sifat pembelaan itu
 sepadan dan benar-benar dalam keadaan impossibilitas. Artinya, pembelaan itu
 merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan lain.69
 4. Pasal 50 KUHP; orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan
 undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan
 bebas.70
 Itulah beberapa ketentuan yang menjadi faktor alasan menjatuhkan putusan
 pembebasan terhadap terdakwa dari pemidanaan. Memang kalau semata-mata bertitik
 tolak dari Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan pembebasan hanya didasarkan pada
 penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
 kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas
 perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-
 undang secara negatif. Atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak
 memenuhi ketentuan asas batas minimum pembuktian.
                                                             69 Ibid. hal. 350. 70 Ibid.  
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 b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onstlag Van Recht Vervolging)
 Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) maka putusan
 pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi:
 “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
 terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa di
 putus lepas dari segala tuntutan hukum.” Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari
 segala tuntutan hukum disebut onstalg van recht vervolging, yang sama maksudnya
 dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum,
 berdasar kriteria:
 a. apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan
 meyakinkan;
 b. tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
 tidak merupakan tindak pidana.71
 Disini kita lihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada
 kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “tidak merupakan
 tindak pidana “ tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat. Untuk
 melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan
 hukum, ada baiknya bentuk putusan ini di perbandingkan dengan putusan
 pembebasan. Perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:
                                                             71 Ibid. hal. 352. 
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 a. Ditinjau dari segi Pembuktian
 Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada
 terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan, jadi, tidak memenuhi asas
 pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas
 minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada
 putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada
 terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut
 undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183
 KUHAP. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti itu “tidak merupakan tindak pidana’.
 72 Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur
 dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tapi mungkin termasuk ruang
 lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat.
                                                            
 b. Ditinjau dari segi Penuntutan
 Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada
 terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di
 sidang “pengadilan pidana”. Cuma dari segi nilai pembuktian, pembuktian yang ada
 tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu kesalahan
 terdakwa tidak terbukti, terdakwa “diputus bebas”, dan membebaskan dirinya dari
 ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan
 kepadaya. Sedang pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada
 hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak  
 72 Ibid.  
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 pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik umum
 melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana. Misalnya, A dan B membuat transaksi
 pinjaman uang dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 1 januari
 1984. Pada batas waktu yang diperjanjikan, A tidak dapat memenuhi pelunasan
 utang. Atas kelalaian tersebut, B melaporkan A kepada penyidik atas tuduhan
 penggelapan atau penipuan. Memang disini terjadi quasi hukum. Bagi yang kurang
 teliti, akan menilai kasus itu merupakan perbuatan tindak pidana penipuan, karena A
 telah berbohong dan memperdaya B akan melunasi utangnya pada 1 Januari 1984.
 Namun bagi yang teliti, sebenarnya tidak terjadi quasi hukum, sebab apa yang terjadi
 benar-benar murni merupakan ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam
 hukum perjanjian. Jadi, oleh karena A didakwa melakukan tindak pidana penipuan,
 padahal apa yang didakwakan benar-benar bukan tindak pidana, tapi merupakan
 perbuatan yang diatur dalam hukum perjanjian, sejak semula A tidak boleh dan tidak
 mungkin dituntut dihadapan sidang peradilan pidana. Dia dapat digugat dihadapan
 sidang peradilan perdata. Oleh karena sejak semula dia tidak boleh dituntut didepan
 peradilan pidana, sudah semestinya dia dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana,
 dan hanya boleh digugat didepan peradilan perdata.73
 Kita dapat melihat, pada putusan pembebasan , terdakwa diputus bebas dari
 tuntutan hukum yang diancamkan oleh pasal pidan ayng didakwakan kepadanya.
 Sedang pada pelepasan dari segala tuntutan hukum, terdakwa bukan dibebaskan dari
 ancaman pidana, akan tetapi “dilepaskan dari penuntutan”. Sebagai bahan                                                             
 73 Ibid. hal. 353.  
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 perbandingan mari kita ambil putusan Mahkamh Agung tanggal 28 Januari 1984 Reg.
 No. 3 PK/ Pid/1982, yang menyatakan , “perbuatan yang didakwakan terbukti dengan
 sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau
 pelanggaran”. Putusan yang demikian diambil Mahkamah Agung berdasr alasan, baik
 dari pengakuan terdakwa serta alat bukti surat-surat dan saksi persidangan, ternyata
 terdakwa terbukti telah membuat surat palsu. Akan tetapi, surat palsu tersebut tidak
 pernah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara perdata No. 14/1976, sehingga
 dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu bukan merupakan
 kejahatan pelanggaran pidana . contoh lain putusan Mahkamh Agung tanggal 15
 Agustus 1983 Reg. No. 645 K/Pid/1982,74 yang menyatakan, “perbuatan yang
 didakwakan dalam dakwaan terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun
 pelanggaran, sebab apa yang didakwakan adalah hubungan suatu usaha dimana saksi
 member modal kepada terdakwa yang termasuk bidang perdata. Penggunaan modal
 tersebut oleh terdakwa bukanlah sebagai penggelapan.”
 Demikianlah kira-kira gambaran pengertian bentuk pelepasan dari segala
 tuntutan hukum serta perbandingannya dengan bentuk putusan bebas. Memang kalau
 ditinjau dari segi hasil yang terkandung pada kedua bentuk putusan tersebut seolah-
 seolah sama. Sama-sama tidak menimpakan hukum pidana kepada terdakwanya. Apa
 lagi bagi orang awam, tidak melihat perbedaan yang hakiki diantara keduanya. Akan
                                                             74 Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut merupakan contoh dari Putusan Pelepasan dari
 segala Tuntutan Hukum, artinya apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan yang didakwakan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk ke ranah hukum perdata.   
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 tetapi dari segi yuridis, jelas terdapat perbedaan diantara kedua putusan itu, karena
 pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum masih member kemungkinan
 untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata.
 Selanjutnya, bagaimana halnya jika dalam putusan pelepasan dari segala
 tuntutan hukum ternyata terdakwa berada dalam status tahanan? Mengenai tata
 caranya serupa dengan yang berlaku pada putusan pembebasan. Oleh karena itu, jika
 pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwanya berada dalam
 tahanan, pada saat putusan dijatuhkan harus dibarengi dengan perintah untuk
 membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur pada pasal
 191 ayat (3) dan pasal 192. Berarti, dengan adanya perintah hakim untuk
 mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dari tahanan, jaksa harus “segera”
 membebaskan terdakwa sesaat setelah putusan diucapkan, dan jaksa membuat
 laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah pembebasan tersebut, yang dilampiri
 dengan “surat pelepasan” yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
 bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.75
 c. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)
 Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.
 Pemidanan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang
 ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai
                                                             75 Ibid. hal. 354.   
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 dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP76, penjatuhan pemutusan pemidanaan terhadap
 terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan
 menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan
 kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau
 dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa
 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang
 didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum
 pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah
 cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah member
 keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.
 Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa
 tiada lain daripada putusan yang berisi perintah menghukum terdakwa sesuai dengan
 ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar,
 hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan
 kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim
 untuk menjatuhkan pidana antara hukuman “minimum” dan “maksimum” yang
 diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur
 dalam pasal 12 KUHP 77. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan
 pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana
                                                             76 KUHAP dan Penjelasannya, Op.cit., hal. 91. 77  Dalam Pasal 12 KUHP tersebut dijelaskan bahwa adanya hukuman minimum dan
 maximum yaitu hukuman penjara itu lamanya (maximum) seumur hidup atau untuk sementara, dan minimum atau sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 15 tahun berturut-turut (KUHP Pasal 97). 
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 yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana
 yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan
 terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Sebagimana yang dapat
 dilihat dalam berbagai keputusan Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan
 tanggal 17 Januari 1983 No. 553/K/Pid/1982, yang menegaskan bahwa “mengenai
 hukuman adalah wewenang judex factie yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali
 apabila judex factie menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang,
 atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan
 meringankan hukuman.”
 Mari kita lihat bagaimana menempatkan terdakwa dalam putusan pemidanaan.
 Yang dimaksudkan dengan bagaimana menempatkan terdakwa dalam putusan
 pemidanaan ialah mengenai “status terdakwa”. Status apakah yang dapat
 diperintahkan pengadilan terhadap seorang terdakwa berbarengan dengan saat
 putusan pemidanaan diucapkan? Untuk melihat status terdakwa yang dapat
 diperintahkan pengadilan berbarengan dengan putusan yang diucapkan, berpedoman
 kepada pasal 193 ayat (2) KUHAP. Dari ketentuan ayat (2) ini, ada berbagai status
 yang dapat diperintahkan pengadilan terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi dengan
 hukuman pidana.
 a. Jika Terdakwa Tidak Ditahan
 Seandainya saat putusan pemidanaan dijatuhkan terdakwa berada dalam status
 “tidak” ditahan, berarti setelah selama atau setelah berjalan beberapa lama
 persidangan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan. Mungkin mulai dari
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 penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan persidangan, terdakwa tidak pernah
 ditahan. Dalam hal seperti ini pengadilan dapat memilih “alternative” status yang
 akan diperintahkan terhadap terdakwa:78
 1) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam status “tidak ditahan”.
 Tidak semua putusan pemidanaan dibarengi dengan perintah supaya terdakwa
 ditahan. Sekalipun terdakwa berada dalam status tidak ditahan, kemudian putusan
 yang dijatuhkan berupa putusan pemidanaan, pengadilan dapat memerintahkan dalam
 putusan supaya terdakwa “tidak ditahan”. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 193 ayat
 (2) huruf b KUHAP. Dari bunyi ketentuan ini, pengadilan dalam menjatuhkan
 putusan, jika terdakwa tidak ditahan, ‘dapat” memerintahkan supaya terdakwa
 tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan
 untuk itu. Dalam ketentuan ini jelas kita lihat adanya perkataan “dapat”
 memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Jika “dapat”, bukan mesti memerintahkan
 supaya ditahan, berarti pengadilan “dapat” memerintahkan supaya terdakwa yang
 dijatuhi hukuman pidana “tidak ditahan”. Tidak ada kemestian bagi pengadilan untuk
 memerintahkan terdakwa supaya ditahan sekalipun terhadap terdakwa dijatuhi
 putusan pidana. Tindakan atau kebijaksanaan pengadilan pengadilan ynag tidak
 memerintahkan terdakwa supaya ditahan dalam suatu putusan pemidanaan, tentu ada
 baik dan buruknya. Segi keburukannya, seolah-olah putusan pemidanaan itu dianggap
 masyarakat kurang sungguh-sungguh. Kenapa terhadap terdakwa yang dijatuhi
 putusan pemidanaan, berkeliaran ditengah kehidupan masyarakat. Tentu masyarakat                                                             
 78 M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 355.  
   

Page 83
                        

 
 menilainya kurang masuk akal. Kalau orangnya sudah dipidana; sewajarnya terdakwa
 diperintahkan supaya ditahan. Akan tetapi dari segi kebaikannya juga ada. Mungkin
 pengadilan berpendapat, untuk apa buru-buru memerintahkan terdakwa ditahan
 sekalipun kepadanya telah dijatuhi putusan pemidanaan. Bukankah masih besar
 kemungkinan, putusan itu akan dibatalkan oleh peradilan tingkat banding atau
 kasasi.79 Alangkah fatalnya seandainya Pengadilan Negeri memerintahkan terdakwa
 supaya ditahan pada saat ia menjatuhkan putusan pemidanaan, ternyata putusan itu
 dibatalkan pengadilan tingkat banding atau tingkat kasasi. Atas alasan pertimbangan
 seperti ini, ada baiknya Pengadilan Negeri tidak terburu nafsu memerintahkan
 penahanan terhadap terdakwa. Sebab apabila putusan dibatalkan oleh pengadilan
 yang lebih tinggi, penahanan yang dikenakan kepada terdakwa merupakan penahanan
 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
 2) Pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan.
 Jika terdakwa tidak ditahan pada saat putusan dijatuhkan, pengadilan “dapat”
 memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Berarti pada saat pengadilan menjatuhkan
 putusan pemidanaan terhadap terdakwa, sekaligus memerintahkan supaya terdakwa
 ditahan. Misalnya, pengadilan menjatuhkan putusan pidana 4 tahun penjara kepada
 terdakwa yang ditahan, pada saat putusan dijatuhkan, sekaligus dibarengi dengan
 perintah supaya terdakwa ditahan. Cuma dalam hal yang seperti ini, sebelum
 pengadilan memerintahkan penahanan, lebih dulu meneliti apakah perkara yang
 didakwakan benar-benar memenuhi syarat ketentuan Pasal 21 KUHAP. Tidak semua                                                             
 79 Ibid.  
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 tindak pidana memenuhi syarat sah perintah penahanan sesuai dengan ketentuan
 Pasal 21 KUHAP. Perintah penahanan terhadap terdakwa baru sah dan memenuhi
 syarat yang ditentukan pada pasal 21 KUHAP.80
 b. Jika Terdakwa berada dalam Status Tahanan
 Apa yang telah dibicarakan pada saat putusan pidana dijatuhkan, terdakwa
 tidak ditahan. Sekarang yang akan dibicarakan ialah kebalikannya, pada saat putusan
 pidana yang dijatuhkan, terdakwa berada dalam status tahanan. Perintah status yang
 bagaimanakah yang dapat dikenakan pengadilan terhadap terdakwa pada saat putusan
 dijatuhkan? Menurut Pasal 193 ayat (2) huruf b, pengadilan dapat memilih salah satu
 alternative dibawah ini:81
 1) Memerintahkan terdakwa “tetap berada dalam tahanan”
 Alternative pertama yang dapat dipilih pengadilan, memerintahkan atau
 menetapkan terdakwa ditahan, supaya “tetap berada dalam tahanan.” Jadi, kalau pada
 saat pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa yang kebetulan
 sedang ditahan, pada saat putusan dijatuhkan atau diucapkan, sekaligus dibarengi
 dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
                                                             80  Pasal 21 KUHAP ayat (1) menjelaskan bahwa : Perintah penahanan atau penahanan
 lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidanaberdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.  
 81 M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 356. 
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 2) Memerintahkan “pembebasan terdakwa dari tahanan”
 Alternative kedua yang dapat ditempuh pengadilan, mengeluarkan perintah
 pembebasan terdakwa dari tahanan. Ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP,
 memberi kemungkinan kepada pengadilan untuk memerintahkan pembebasan
 terdakwa dari tahanan sekalipun terhadap terdakwa yang ditahan dijatuhi putusan
 pemidanaan. Jika pengadilan menempuh kebijaksanaan yang demikain, pada saat
 menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, sekaligus pengadilan
 membarengi putusan ini dengan perintah untuk “membebaskan terdakwa dari
 tahanan”. Hal seperti ini terasa mengandung kontradiksi. Mungkin orang akan
 bertanya, kenapa undang-undang membolehkan pengadilan memerintahkan
 pembebasan terdakwa dari tahanan, padahal pengadilan sendiri menjatuhkan putusan
 pemidanaan terhadap orangnya? Benar, ketentuan ini seolah-olah terasa kurang
 sejalan. Terdakwa dipidana, tapi diperintahkan supaya dibebaskan dari tahanan. Akan
 tetapi terhadap hal yang terasa kontradiksi ini, undang-undang sendiri membatasinya:
 “sepanjang perintah pembebasan itu mempunyai alasan yang benar-benar masuk
 akal”.
 Putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa “sama dengan
 masa tahanan” yang telah dijalani, atau jika putusan pidana yang dijatuhkan
 pengadilan terhadap terdakwa “melampaui masa tahanan” yang dijalani, misalnya
 terdakwa sejak dari taraf penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
 pengadilan sudah menjalani masa tahanan selama 6 bulan, putusan pidana yang
 dijatuhkan persis 6 bulan atau 5 bulan dalam putusan ini adalah logis jika putusan
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 pemidanaan sekaligus dibarengi dengan perintah membebaskan terdakwa dari
 tahanan. Perintah pembebasan dalam putusan yang seperti ini benar-benar didasarkan
 pada alasan yang cukup masuk akal. Lain halnya kalau putusan pidana yang
 dijatuhkan melebihi masa tahanan yang dijalani terdakwa. Misalnya, terdakwa baru
 menjalani masa tahanan 6 bulan. Putusan pidana yang dijatuhkan 5 tahun penjara,
 tentu terasa ganjil seandainya pengadilan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari
 tahanan pada saat putusan dijatuhkan, karena tidak didukung oleh alasan yang cukup
 dan wajar. Namun, dalam putusan pidana yang demikian pun, tidak mengurangi
 wewenang hakim untuk membebaskan terdakwa dari tahanan jika betul-betul ada
 alasan yang cukup dan wajar, bukan alasan yang dibuat-buat.82 Misalnya, terdakwa
 dijatuhi putusan pidana 5 tahun penjara. Masa tahanan yang baru dijalaninya baru 6
 bulan.
 Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena sungguh-sungguh berada
 dalam keadaan sakit gawat yang memerlukan pengobatan dan perawatan intensif.
 Dalam peristiwa yang seperti ini dapat dianggap cukup alasan untuk memerintahkan
 terdakwa dibebaskan dari tahanan untuk menjalani pengobatan guna memulihkan
 kesehatannya; sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukumtetap atas perkara
 tersebut. Cuma yang kita sesalkan selama ini, sikap perlakuan pengadilan yang sering
 mendapat sorotan masyarakat. Perlakuan pembebasan dari tahanan, seolah-olah
 hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dengan alasan sakit. Padahal orangnya
 tidak benar-benar sakit.                                                             
 82 Ibid.  
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 2. Bentuk Putusan di luar Perkara Ne bis in Idem
 a. Putusan Tidak Berwenang Mengadili
 Putusan yang dijatuhkan dari segi formal (diluar peristiwa pidana) terhadap
 terdakwa dipengadilan atau putusan bersifat negatif, dalam putusan tersebut tidak
 dapat melekat unsur ne bis in idem, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
 akan diperiksa dan disidangkan kembali dan tidak dapat dinyatakan telah memenuhi
 unsur ne bis in idem.
 Putusan tersebut diatas biasanya terjadi mengenai sengketa wewenang
 mengadili terhadap suatu perkara di pengadilan. Itu sebabnya Pasal 147 KUHAP
 memperingatkan Pengadilan Negeri, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari
 penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas
 perkara.83
 Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk
 wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHAP:
 a. Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum
 Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
 b. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau
 ditahan berada diwilayah pengadilan negeri tersebut, tapi tindak pidananya
 dilakukan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri lain, sedang saksi-saksi yang
                                                             83  Penjelasan Pasal 147 KUHAP memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri
 setempat untuk mempelajari apakah termasuk kewenangan Kompetensi Absolut atau Kompetensi Relatif.  
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 dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan negeri tempat dimana tindak pidana
 dilakukan, dan sebagainya.
 Maka dalam hal yang diatas Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan
 perkara tersebut, tidak berwenang mengadili. Pengadilan Negeri yang lain yang
 berwenang mengadili. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat tidak berwenang
 mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya, Pasal 148 telah
 member pedoman kepada Pengadilan Negeri untuk menyerahakn surat pelimpahan
 perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggap berwenang mengadilinya.
 Untuk itu Pengadilan Negeri mengeluarkan “surat penetapan” yang berisi pernyataan
 tidak berwenang mengadili.
 b. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
 Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat
 diterima, berpedoman kepada pasal 156 ayat (1) KUHAP.84 yang berbunyi: “ Dalam
 hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak
 berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat
 dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum
 untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkannya keberatan tersebut
 untuk selanjutnya mengambil keputusan”.
                                                             84 Biasanya putusan tersebut diajukan terdakwa atau penasehat hukum pada sidang pertama
 yakni sesaat atau setelah penuntut umum membaca surat dakwaan, jika hakim menerima keberatan terdakwa atau penasehat hukum maka perkara tidak dapat dilanjutkan, artinya pemeriksaan materi pokok perkara dihentikan apabila keberatan diterima dan sebaliknya.  
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 c. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum
 Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal
 atau batal demi hukum didasarkan pada pasal 143 ayat (3) dan pasal 156 ayat (1).
 Dengan menghubungkan pasal 143 ayat (3) dengan pasal 156 ayat (1), Pengadilan
 Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.
 Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat
 hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan
 utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak
 memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b. Surat dakwaan
 tidak menjelaskan segala terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam
 pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Suatu contoh Putusan Mahkamah
 Agung yang diputus tanggal 10 September 1979 No.234 K/Pid/1978; yang
 menyatakan, tuntutan terhadap terdakwa batal demi hukum, karena semua unsur dalih
 yang didakwakan kepada terdakwa tidak jelas dan tidak dimuat dalam dakwaan. Jadi,
 jika pengadilan menilai dakwaan tidak jelas dan tidak memuat satu per satu unsur
 dalih yang disebut dalam pidana yang didakwakan, putusan yang dijatuhkan
 menyatakan dakwaan batal demi hukum.
 Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, banyak dijumpai
 dalam praktek.85 Umpamanya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Mei 1983
 No. 42 K/Pid/1982. Didalam putusan ini Mahkamh Agung berpendapat, surat
                                                             85  Dalam Praktek di sidang pengadilan banyak sekali dijumpai Putusan yang menyatakan
 dakwaan batal demi hukum, disinilah timbul wacana bahwa jaksa penuntut umum tidak frofesional dalam membuat dakwaan, dan menerapkan ilmu hukum itu sendiri.   
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 dakwaan tidak merumuskan secara terperinci peranan dan perbuatan apa yang
 dilakukan terdakwa I dalam tindak pidana yang didakwakan. Sedang ternyata dalam
 persidangan pengadilan, yang melakukan perbuatan ialah terdakwa II dan III. Oleh
 karena itu, tidak jelas apa yang didakwakan terhadap terdakwa I. Dengan demikian,
 dakwaan terhadap terdakwa I batal demi hukum, dan terdakwa I tidak dapt dikenakan
 pemidanaan sehubungan dengan apa yang didakwakan. Demikian juga putusan
 Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1983 No. 492 K/Kr/1981, yang telah
 membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4-
 1981 No. 18/1981. Dalam putusan ini Pengadilan Tinggi telah menyatakan tuduhan
 (dakwaan) jaksa batal demi hukum. Alasan pertimbangannya, oleh karena
 berpendapat dakwaan jaksa tidak memuat secara lengkap dalih dan unsur tindak
 pidana yang didakwakan. Padahal semestinya dakwaan harus voldoende en duidelijke
 opgave van het feit. Akibatnya, surat dakwaan jaksa tersebut merupakan dakwaan
 yang obscuur libel (samar/kabur).
 Dakwaan mendakwa para terdakwa melakukan perjudian. Dakwaan tersebut
 disamping tidak lengkap menyebut unsur-unsur dalih permainan judi seperti unsur
 tanpa izin, juga terhadap perbuatan materiil dari dalih tadi tidak menguraikan secara
 jelas dan tepat bagaimana cara-cara permainan judi itu dilakukan para terdakwa.
 Tidak memadai hanya menyebut mempergunakan alat cekky, tapi bagaimana caranya
 alat cekky itu dipakai dan dipergunakan. Demikian sekedar beberapa contoh putusan
 yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Dari beberapa contoh diatas, dapat kita
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 lihat beberapa alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa
 batal demi hukum:86
 a) Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan;
 b) Atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa
 dalam dakwaan;
 c) Dakwaan kabur atau obscuur libell, karena tidak dijelaskan cara bagaimana
 kejahatan dilakukan.
 Atau bisa juga surat dakwaan dinyatakan batal, apabila penuntut umum
 melanggar ketentuan pasal 144 KUHAP.87 Misalnya perubahan surat dakwaan
 dilakukan satu dua hari lagi sebelum hari persidangan, atau perubahan surat dakwaan
 dilakukan lebih dari satu kali. Hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan dakwaan dapat
 dinyatakan batal.
 B. Kewajiban Memberitahu Segala Hak Terdakwa
 Pada Pasal 196 ayat (3) membebankan “kewajiban” kepada ketua sidang
 untuk memberitahukan kepada terdakwa segala sesuatu apa yang menjadi haknya
 sehubungan dengan putusan pemidanaan yang diucapkan. Pemberitahuan hak-hak
 terdakwa dilakukan ketua sidang segera setelah putusan pemidanaan diucapkan.
 Maksud pemberitahuan itu, supaya terdakwa mengetahui haknya; agar “dapat
                                                             86  M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 359. 87 Penjelasan Pasal 144 KUHAP dalam Pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan hanya
 satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai, dan dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum atau penyidik.   
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 memilih” upaya apa yang akan ditempuhnya sehubungan dengan putusan pemidanaan
 yang baru dijatuhkan kepadanya. Dengan pemberitahuan hak-hak terdakwa, ia dapat
 mempertimbangkan dan memikirkan apakah menerima putusan atau mengajukan
 banding.
 Adapun sifat pemberitahuan menurut Pasal 196 ayat (3) adalah “wajib”.
 Hakim ketua sidang “wajib” memberitahukan segala hak terdakwa yang dapat
 dipergunakannya terhadap putusan pemidanaan yang di ucapkan. Cuma sekalipun
 sifat pemberitahuan merupakan “kewajiban”, namun undang-undang sendiri tidak
 menentukan sanksi administratif, berupa tindakan membebastugaskan hakim dari
 jabatan atau membebastugaskan untuk sementara mengadili perkara.
 Untuk dapat mengawasi apakah hakim benar-benar melaksanakan kewajiban
 pemberitahuan hak-hak terdakwa, sebaiknya Pasal 196 ayat (3) memerintahkan
 kepada panitera untuk mencatat pemberitahuan itu dalam berita acara. Atau membuat
 catatan tentang pemberitahuan tersebut pada putusan, dan catatan itu ditandatangani
 terdakwa atau penasihat hukum. Dengan adanya catatan semacam ini, lebih terjamin
 autentifikasi pemberitahuan hak terdakwa. Tidak mungkin terdakwa atau penasehat
 hukum melancarkan tuduhan, ketua sidang tidak melakukan kewajiban
 memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya. Oleh karena itu, demi untuk
 terlaksana peradilan yang baik serta terjamin segala kepastian yang diatur dalam
 KUHAP, tidak ada salahnya sidang pengadilan mencatat pemberitahuan yang disebut
 dalam Pasal 196 ayat (3) dalam putusan, dan catatan itu ditandatangani oleh terdakwa
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 atau penasehat hukum. Atau untuk itu pengadilan membuat akta khusus demi
 terjaminnya kebenaran dan autentifikasi pemberitahuan hak terdakwa.
 Memang undang-undang tidak memintakan sampai sebegitu jauh pelaksanaan
 kewajiban itu, tapi seandainyapun dilaksanakan, sama sekali tidak bertentangan
 dengan undang-undang. Malah lebih menyempurnakan daya upaya dan citra
 peradilan yang rapi dan jujur. Tentang hak terdakwa yang wajib diberitahukan hakim
 ketua sidang sehubungan dengan penjatuhan putusan pemidanaan, dapat dirinci
 dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP yakni sebagai berikut :88
 1. Hak Terdakwa untuk menerima Putusan
 Hakim ketua sidang wajib memberitahukan hak terdakwa “menerima putusan”,
 kalau terdakwa dapat menyetujui putusan pidana yang dijatuhkan, dapat segera
 mengeluarkan penyataan “menerima putusan”, apabila pemidanaan itu dianggapnya
 tepat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ditinjau dari segi yuridis, penerimaan
 terdakwa atas putusan hukuman pidana yang dijatuhkan, dengan sendirinya putusan
 tersebut “berkekuatan hukum tetap” dan “langsung dapat dieksekusi”,89 kecuali
 penuntut umum tidak dapat menerimanya serta mengajukan permintaan banding atas
 putusan.
 Memang Penerimaan terdakwa atas putusan, sama sekali tidak menghapuskan
 hak penuntut umum menolak putusan serta mengajukan permintaan banding atasnya.
 Jika terdakwa menerima putusan, tetapi jaksa menolak dan mengajukan permohonan
                                                             88 KUHAP dan Penjelasannya, Op.cit., hal. 92.  89  M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 381. 
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 banding, mengakibatkan putusan belum lagi berkekuatan hukum tetap. Dengan
 sendirinya putusan belum dapat dieksekusi. Demikian pula sebaliknya. Penuntut
 umum menerima putusan, tetapi terdakwa menolak serta mengajukan permintaan
 banding, mengakibatkan putusan berkekuatan hukum tetap dan belum dapat di
 eksekusi. Akan tetapi, kalau terdakwa dan penuntut umum sama-sama menerima
 putusan, barulah putusan memepunyai kekuatan hukum tetap dan langsung dapat di
 eksekusi.
 2. Hak Terdakwa Segera Menolak Putusan
 Ketua sidang juga wajib juga memberitahukan kepada terdakwa akan haknya
 untuk segera menolak putusan. Kalau terdakwa menolak putusan, dia meminta agar
 putusan diperiksa lagi dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi. Penolakan
 terhadap putusan pemidanaan, merupakan upaya terdakwa untuk mengajukan
 permintaan banding. Apabila terdakwa menolak putusan, dengan sendirinya putusan
 belum berkekuatan hukum tetap serta putusan belum dapat dieksekusi sampai
 menunggu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 3. Hak Terdakwa untuk mempelajari Putusan
 Hak selanjutnya yang harus diberitahukan hakim kepada terdakwa ialah hak
 untuk mempelajari putusan sebelum terdakwa menerima atau menolak putusan. Hak
 ini disebut “hak berfikir”. Sambil mempelajari putusan, terdakwa dalam suatu
 tenggang tertentu mempergunakan hak untuk berfikir apakah menerima atau menolak
 putusan. Sehubungan dengan hak terdakwa untuk mempelajari putusan, kita kembali
 teringat pada ketentuan Pasal 200 KUHAP yang mengandung larangan kepada hakim
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 yang mengucapkan putusan yang belum selesai disusun dan diketik.90 Oleh karena
 itu, kita sangat mengharapkan hakim jangan munafik dalam pemberitahuan hak
 terdakwa mempelajari putusan. Artinya hakim memberitahukan kepada terdakwa
 akan haknya untuk mempelajari putusan dalam tenggang waktu tertentu, padahal
 hakim sendiri belum menyusun dan mengetik serta menandatangani putusan.
 Bukankah tindakan yang seperti ini benar-benar munafik? Menyuruh terdakwa
 mempelajari putusan yang masih di awing-awang, hakim harus benar-benar konsisten
 dan sungguh-sungguh. Jika hakim memberitahukan hak terdakwa untuk mempelajari
 putusan, semestinya pada saat memberitahukan hak tersebut, putusan yang hendak
 dipelajari terdakwa sudah benar-benar siap sedia.
 Putusan yang hendak dipelajari sudah sempurna diketik dan ditandatangani.
 Kalau tidak demikian, hak tersebut hanya merupakan ungkapan yang tidak bisa
 direalisasi. Hak itu hanya merupakan bayangan saja, tapi tidak dapat dimanfaatkan
 terdakwa. Apalagi jika tenggang waktu mempergunakan hak berfikir dan
 mempelajari putusan itu sendiri sangat sempit karena jika tenggang waktu
 mempergunakan hak berfikir dan mempelajari putusan dihubungkan dengan Pasal
 233 ayat (2) KUHAP, tenggang waktunya cuma 7 hari. Persis serupa dengan
 tenggang waktu untuk mengajukan permintaan banding. Kalau begitu, agar hakim
 mempelajari putusan benar-benar efektif bagi kepentingan terdakwa dan kepentingan
                                                             90 Pasal 200 KUHAP menyatakan : Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera
 seketika setelah putusan itu diucapkan, Penjelasan dari Pasal 200 KUHAP tersebut Bahwa ketentuan ini intuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia menggunakan upaya hukum.  
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 penegakan hukum, pada saat hakim memberitahukan hak tersebut, terdakwa sudah
 dapat mempergunakan hak itu sesaat sesudah pemberitahuan seandainya terdakwa
 akan mempergunakan hak itu. Dari apa yang diuraikan diatas, jika terdakwa hendak
 mempergunakan haknya untuk memepelajari putusan sebelum ia menyatakan
 menerima atau menolak putusan, hak itu hanya dapat dipergunakan dalam waktu 7
 hari. Terhitung sejak tanggal putusan diucapkan (bagi terdakwa yang hadir pada saat
 putusan diucapkan disidang pengadilan), dan 7 hari (bagi terdakwa yang tidak hadir
 pada saat putusan diucapkan) sejak saat putusan diberitahukan secara resmi kepada
 mereka.
 Terdakwa jangan sampai terjebak dalam mempergunakan haknya. Jika benar-
 benar menolak putusan dan ingin mempergunakan upaya banding, jangan sampai
 lalai menghitung tenggang waktu 7 hari. Seandainya putusan belum selesai sampai
 pada hari ke-7, tak perlu mempergunakan hak mempelajari putusan. Lebih baik terus
 mengajukan permintaan banding tanpa menunggu penyelesaian putusan.91
 4. Hak Terdakwa Minta Penangguhan Pelaksanaan Putusan Guna Mengajukan Grasi
 Hak lain yang wajib diberitahukan ketua sidang kepada terdakwa :
 1. Hak menerima putusan, dan
 2. Dibarengi dengan hak minta grasi, serta
 3. Sekaligus minta penangguhan pelaksanaan putusan sehubungan dengan
 pengajuan permintaan grasi tersebut.
                                                             91 M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 382. 
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 5. Hak Mengajukan Permintaan Banding
 Hak selanjutnya yang harus diberitahukan ketua sidang kepada terdakwa, hak
 mengajukan permintaan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding,
 apabila menolak putusan pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya.
 Tenggang waktu pengajuan permintaan pemeriksaan banding menurut Pasal 233 ayat
 (2) KUHAP ialah 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan atau sejak
 tanggal pemberitahuan putusan bagi terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan
 diucapkan.92
 6. Hak Terdakwa Mencabut Pernyataan Menerima atau Menolak Putusan dalam Tenggang Waktu yang Ditentukan
 Di atas sudah dijelaskan, menurut ketentuan Pasal 196 ayat (3) hutuf a, segera
 setelah putusan diucapkan, terdakwa dapat menyatakan menerima atau menolak
 putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya. Apakah pernyataan penerimaan atau
 penolakan dapat lagi “dicabut” terdakwa? Dapat, sesuai dengan Pasal 196 ayat (3)
 huruf e yang menjelaskan:
 1) Undang-undang memberi hak kepada terdakwa untuk “mencabut kembali”
 pernyataan penerimaan atau penolakan yang diberikannya. Pernyataan
 penerimaan atau penolakan terhadap putusan, sifatnya “tidak permanen”, tetapi
 “relatif" selama tenggang waktu tertentu. Sifatnya baru permanen jika tenggang
 waktu yang telah ditentukan undang-undang “telah dilampaui”. Dengan demikian,
                                                             92 Penjelasan Pasal 233 ayat (2) KUHAP yaitu dengan memperhatikan pasal 233 ayat (1) dan
 Pasal 234 ayat (1) Panitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang diajukan berakhir.   
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 pencabutan atas pernyataan penerimaan atau penolakan baru “gugur” apabila
 telah dilampaui waktu yang ditentukan undang-undang,
 2) Tenggang waktu mempergunakan hak mencabut pernyataan gugur, apabila telah
 dilampaui batas waktu tenggang mengajukan “permintaan banding”.93
 Tenggang waktunya adalah 7 hari. Persis serupa dengan tenggang waktu
 mengajukan permintaan banding yang diatur pada Pasal 233 ayat (2) KUHAP. Berarti
 hak pencabutan itu harus dilakukan terdakwa dalam tenggang waktu 7 hari, dari
 tanggal putusan diucapkan atau diberitahukan. Hak tersebut gugur apabila tenggang
 waktu 7 hari dilampaui. Pencabutan yang dilakukan apabila sudah lewat waktu 7 hari,
 mengakibatkan pencabutan tidak dapat diterima. Cuma dalam masalah ini perlu
 diperhatikan ketentuan Pasal 235 KUHAP. Dengan menghubungkan hak mencabut
 pernyataan menerima atau menolak putusan dengan Pasal 235 KUHAP, terdapat
 perbedaan tenggang waktu pencabutan penerimaan putusan dengan pencabutan
 permintaan pemeriksaan banding.
 Perbedaannya dapat dijelaskan yakni sebagai berikut: Hak mencabut
 “penerimaan putusan” mutlak tenggang waktunya hanya 7 hari. Lewat 7 hari,
 pencabutan pernyataan menerima putusan “tidak dapat diterima”. Sedangkan dengan
 pencabutan permintaan banding, tenggang waktunya tidak gantungkan pada tenggang
 waktu permintaan banding. Dalam Pasal 235 KUHAP tenggang waktu pencabutan
 “permintaan banding” masih dapat dilakukan terdakwa selama perkara banding
 belum diputus oleh Pengadilan Tinggi.                                                             93 M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 383. 
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 BAB IV
 PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 1384 / PID. B / 2004 / PN.MEDAN JO
 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 3529 / PID. B / 2008 / PN. MEDAN
 A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384 / Pid.B / 2004 / PN. Mdn
 1. Kronologis Perkara
 Bahwa Terdakwa H. Imbalo Rangkuti, SH pada tanggal 30 Oktober 2002 atau
 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 bertempat di medan atau setidak
 tidaknya masih berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri membuat surat palsu
 atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian
 (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai
 keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh
 orang lain menggunakan surat surat itu seolah olah asli dan tidak dipalsukan yang
 dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 Berawal pada tanggal 16 april 1976, saksi korban yang bernama ramli bertamu
 dengan ayah terdakwa yang bernama HM.Raia rangkuti yang meminta agar korban
 membeli sebidang tanah yang terletak di JL.Letda sujono lingkungan VIII kelurahan
 Bandar selamat kecamatan medan tembung sebagai ganti pembayaran kayu yang
 telah dibeli HM.Rais rangkuti kepada korban sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta
 rupiah). Selanjutnya HM.Rais rangkuti memberikan surat keterangan tanah tersebut
 dengan NO.245/LEG/IIIMdn/1976 tanggal 15 april 1976 yang ditandatangani oleh
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 camat medan denai pada saksi Ramli. Sehingga sejak terbitnya SK Camat Medan
 Denai maka saksi korban ramli membayar Ipeda/pajak bumi dan banggunan tanah
 tersebut hingga sekarang (tahun 2003) selanjutnya usaha diatas tanah tersebut dan
 mendirikan sebuah rumah semi permanen serta menyuruh saksi kasim beserta
 keluarganya untuk menenpati rumah tersebut.selanjutnya pada tanggal 12 maret 1981
 korban menerima pembayaran pembebasan tanah di Jl. Letda Sujono tersebut dari
 pemerintah yang membuka jalan bebas hambatan Belawan-Medan-Tanjung Morawa
 seluas 275 m2 sehingga tanah tersebut berkurang menjadi 2.173 m2 atau ukuran
 panjang sekitar 94 m dan lebar 24 m. selanjutnya pada tanggal 01 maret 1995 saksi
 ramli membeli pada terdakwa sebidang tanah yang terletak bersebelahan dengan
 tanah yang sebelumnya saksi korban beli dari ayah terdakwa tersebut dengan ukuran
 luas 616 m2 dan Surat Pelepasan Hak dihadapan Camat Medan Tembung
 NO.593.83/058/010/SPMHAT/MT/1995 tanggal 01 maret 1995, dimana dalam surat
 pelepasan tanah tersebut dijelaskan bahwa tanah yang dijual terdakwa tersebut
 sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi ramli yaitu tanah yang telah dibeli
 korban pada ayah terdakwa pada tahun 1976 .kemudian pada tanggal 23 oktober
 2002. Dilaksanakan rapat untuk membiacarakan permasalahan tanah peninggalan
 ayah terdakwa yang bernama Alm. HM.Rais Rangkuti yang terletak di jl. Letda
 sujono lingkungan VIII kel.bandar selamat medaan tembung yang dihadiri oleh saksi
 Drs.Son Monang Lubis ,Drs Muhammad Ismail ,Darmawi Nasution ,Abdulla
 Nasution serta dihadiri oleh terdakwa sedangkan saksi korban Ramli tidak
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 mengetahui tentang adanya rapat tersebut, dimana dalam rapat tersebut terdakwa
 menunjukkan :
 1. Surat pernyataan ahli waris tanggal 28 oktober 2002 menyatakan bahwa 6 (enam)
 orang a.n
 a. Faziah Rangkuti
 b. H.imbalo Rangkuti
 c. Ismail Rangkuti
 d. Aisyah Rangkuti
 e. Nurhayati Rangkuti
 f. Ishak Rangkuti
 Adalah sebagai ahli waris dari alm hm,rais rangkuti dengan Alm. Hj. Fatimah
 Syam Nasution dan tidak ada nama yang lain yang menjadi ahli waris;
 2. Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 28 oktober 2002 berisi:
 Seluruh ahli waris dari Alm. H.Rais Rangkuti menyerahkan kuasa kepada
 H.Imbalo rangkuti untuk mengurus dan menandatanggani surat surat yang
 diperlukan dan sekaligus menerebitkan surat An H.Imbalo rangkuti yang
 berkaitan dengan peninggalan Alm. H.Rais Rangkuti dan Alm. Hj Fatimah Syam
 Nasution;
 3. Surat berita tercecer harian waspada tanggal 28 oktober 2002 berisi: Berita Mas
 Media tentang kehilangan SK Camat Medan Denai dengan Nomor: 166/LEG/III/
 MDN/ 1976 tanggal 17 Maret 1976 ;
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 4. Surat Keterangan Hilang/tercecer No.Pol: SKHT/1014/K/X/2002 tanggal 29
 Oktober 2002 yang dikeluarkan Kapolsek Percut Sei Tuan yang berisi:
 Tentang hilangnya SK Camat Medan Denai Nomor: 166/LEG/III/MDN/1976
 tanggal 17 Maret 1976 ; Berita tercecer Harian Waspada tanggal 28 Oktober
 berisi: Berita Mas Media tentang kehilangan SK Camat Medan Denai dengan
 Nomor: 166/LEG/IH/MDN/1976 tanggal 17 Maret 1976 ;
 5. Surat pernyataan Mantan Kepling Lingkungan VIII tanggal 29 Oktober 2002
 berisi: Bahwa selama menjabat kepling tahun 1979, bahwa tanah tersebut tidak
 pernah diperjualbelikan kepada siapapun juga ;
 6. Surat pernyataan Jiran tetangga tanggal 29 Oktober 2002 berisi: Menyatakan
 bahwa tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris mulai tahun 1975 sampai dengan
 sekarang ini;
 7. Surat pernyataan dari H. Imbalo Rangkuti tanggal 30 Oktober 2002 berisi; Bahwa
 tanah itu tidak pernah diperjualbelikan atau diborgkan kepada orang lain dan tidak
 ada silang sengketa dengan siapapun juga ;
 Sehingga dengan adanya surat-surat tersebut diatas diterbitkanlah surat
 keterangan tanah nomor : 594/24/0082/KM/2002 tanggal 30 Oktober 2002 yang
 menerangkan bahwa Terdakwa selaku kuasa dari ahli waris Alm. H. Rais Rangkuti
 menguasai sebidang tanah yang terletak di Lingkungan VIII Kel Bandar Selamat kec.
 Medan Tembungdenagn ukuran 22x94 M sama dengan 2.068 m2 dan SK tanah
 tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Son Monang Lubis selaku Lurah
 dan diketahui oleh Camat Medan Tembung an. Drs. Muhammad Ismail, dengan
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 demikian tanah yang tercatat pada SK Camat Medan Denai tertanggal 25 April 1976
 nomor : 245/LEG/III/MDN/1976 adalah juga tanah yang tercatat pada SK Lurah
 Bandar Selamat tertanggal 30 April 2002 Nomor : 594/24/0082/KM/2002 sehingga
 dengan adanya SK Camat Medan Denai Nomor : 245/LEG/III/MD/1976, serta
 dengan adanya keterangan dari para saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut
 telah dijual oleh Alm. H.M.Rais Rangkuti kepada Ramli berarti dalam kepemilikan
 tanah sekarang ini adalah silang sengketa antara Ramli dengan Terdakwa sedangkan
 dalam pengajuan persyaratan untuk penerbitan SKT, terdakwa menyatakan bahwa
 kepemilikan tanah tersebut tidak ada silang sengketa sebagaimana surat pernyataan
 yang terdakwa buat pada tanggal 30 Oktober 2002, terdakwa telah memberikan
 keterangan yang tidak benar kepada Lurah Bandar Selamat dan juga kepada Drs.
 Muhammad Ismail selaku yang mengetahui SKT Nomor : 594/24/0082/KM/2002
 tanggal 20 Oktober 2002. Akibat perbuatan terdakwa korban Ramli sangat dirugikan
 dan melaporkan terdakwa tersebut ke Poltaber MS guna pengusutan lebih lanjut ;-
 Perbutan mana melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263
 (1) KUHP .
 2. Dakwaan
 Terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana kasus posisi tersebut diatas maka
 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan terdakwa ke
 persidangan Pengadilan Negeri Medan, dengan rangkaian surat dakwaan tertanggal
 01 Juni 2004 sebagai berikut:
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 Dakwaan Primair:94 Akibat perbuatan Terdakwa (H. Imbalo Rangkuti, SH)
 korban Ramli sangat dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke
 Poltabes MS guna pengusutan lebih lanjut, yang mana perbuatan Terdakwa telah
 melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP.
 Dakwaan Subsidair : Akibat perbuatan Terdakwa (H. Imbalo Rangkuti, SH)
 korban Ramli sangat dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke
 Poltabes MS guna pengusutan lebih lanjut, yang mana perbuatan Terdakwa telah
 melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 (1) KUHP.
 Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaanya95 telah menghadapkan
 beberapa orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di
 persidangan, saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
 berikut:
 Saksi 1 : SURAWATY :
 a. Bahwa pada tahun 1976 saksi dan suaminya Ramli membeli sebidang tanah
 yang terletak di Jl .Letda Sujono Lrg. VII Kel. Bandar Selamat Kec. Medan
                                                             94  Dakwaan Primair dan Subsidier dimaksud disini adalah dakwaan yang saling
 mengecualikan, pada asasnya terhadap dakwaan jenis ini mempunyai cirri utama yaitu kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan ini sifatnya “alternative accusation” atau disebut Dakwaan Alternatif, konkretnya, dalam dakwaan alternative kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis. Misalnya antara Pencurian atau Penadahan, Penipuan atau Penggelapan. 
 95  Surat Dakwaan menurut Harun M. Husein dalam bukunya: Surat Dakwaan Tekhnik penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, memberikan batasan menegenai Surat Dakwaan adalah: suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan apabila telah melanggar Pasal tersebut maka surat dakwaan tersebut menjadi “obscuur libel” dan batal demi hukum (“van rechtwege nietig”atau “null and void).  
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 Tembung dari Alm. HM. Rais Rakuti (ayah Terdakwa) dimana pengurusan
 SK. Camat Medan Denai tersebut dilakukan oleh Alm.HM. Rais Rangkuti;
 b. Bahwa pada tanggal 15 April 1976 saksi dan suaminya Ramli resmi memiliki
 tanah tersebut dengan dikeluarkannya SK Camat Medan Denai Nomor :
 235/LEG/III/MD/1976;
 c. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2003 sekira pukul 12.00 wib saksi
 mengetahui dari anak saksi yang bernama Gunawan bahwa Terdakwa ada
 memiliki SK Lurah Bandar Selamat Nomor ; 594/24/0082/ 2002 tanggal 30
 Oktober untuk kepemilikan sebidang tanah yang luasnya 22 x 94 M di Jl.
 Letda Sujono Lrg. VIII Kel. Bandar Selamat Kec. M. Tembung ( yang
 dulunya Medan Denai ), dimana tanah tersebut adalah tanah yang sama
 dengan saksi dan suaminya;
 d. Bahwa saksi keberatan atas SK Lurah Bandar Selamat yang dimiliki oleh
 Terdakwa tersebut sehingga saksi membuat pengaduan atas perbuatan
 Terdakwa tersebut ke Poltabes MS;
 Saksi 2 : RAMLI :
 a. Bahwa pada tahun 1976 saksi membeli sebidang tanah yang terletak di Jl.
 Letda Sujono Lrg. VIII Kel. BandarSelamat Kec. M. Tembung dari Alm. HM.
 Rais Rakuti (ayah Terdakwa) dimana pengurusan SK. Camat Medan Denai
 tersebut dilakukan oleh Alm. HM. Rais Rakuti ;
 b. Bahwa Alm HM. Rais Rakuti membuka usaha panglong, dimana kayu yang
 dijual, Alm. HM. Rais Rakuti dibeli dari saksi sehingga Alm. HM. Rais
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 Rakuti membayar kayu tersebut deengan menyerahkan tanah dimaksud
 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ;
 c. Bahwa pada tanggal 15 April 1976 saksi dan suaminya Ramli resmi memiliki
 tanah tersebut dengan dikeluarkannya SK Camat Medan Denai Nomor :
 245/LEG/III/MD/1976 ;
 d. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2003 sekira pukul 12.00 wib saksi
 mengetahui dari anak saksi yang bernama Gunawan bahwa Terdakwa ada
 memiliki SK Lurah Bandar Selamat Nomor : 594/24/0082/2002 tanggal 30
 Oktober untuk kepemilikan sebidang tanah yang luasnya 22 x 94 M di Jl.
 Letda Sujono Lrg.VIII Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung (yang
 dulunya Medan Denai), dimana tanah tersebut adalah tanah yang sama dengan
 tanah yang dimiliki oleh saksi dan suaminya ;
 Saksi 3 : GUNAWAN :
 a. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2003 sekira pukul 12.00 Wib saksi
 mengetahui dari saksi Darmawi Nasution (Staf Kantor Camat) bahwa
 Terdakwa memiliki SKT Lurah Bandar Selamat atas kepemilikan sebidang
 tanah yang luasnya 22x 94 M di Jl. Letda Sujono Lrg. VII Kel. Bandar
 Selamat Kec. Medan Tembung (yang dulunya Medan Denai), dimana tanah
 tersebut adalah tanah yang sama dengan tanah yang dimiliki oleh orang tua
 saksi ;
 b. Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. H.M. Rais Rangkuti (Ayah
 Terdakwa) telah menjual tanah tersebut kepada orang tua saksi dan orang
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 tua saksi telah resmi memililki tanah tersebut pada tanggal 15 April 1976
 berdasarkan SKT Camat Medan Denai Nomor : 245/LEG/III/MD/1976 ;
 Saksi 4 : Drs. SORI MONANG LUBIS :
 a. Bahwa saksi yang pada waktu itu menjabat sebagai Lurah ada menerbitkan
 SKT Nomor : 594/24/0082/2002 tanggal 30 Oktober 2003 dimana dalam
 SKT tersebut dijelaskan bahwa dalam kepemilikan sebidang tanah dengan
 luas 22x94 M yang terletak di Jl. Letda Sujono Lrg. VIII Kel. Bandar
 Selamat Kec. Medan Tembung adalah atas nama Terdakwa ;
 b. Bahwa tanah tersebut ada masalah silang sengketa dengan saksi Ramli
 dimana saksi Ramli ada memiliki SKT Camat Medan Denai tentang
 kepemilikan tanah dimaksud, SKT Lurah Bandar Selamat a.n Terdakwa di
 terbitkan ;
 c. Bahwa dengan adanya silang sengketa tersebut saksi berpendapat bahwa
 terdakwa ada membuat keterangan palsu dalam surat pernyataan tertanggal
 30 Oktober 2003 yang dijadikan syarat dalam penerbitan SKT Lurah Bandar
 Selamat tersebut ;
 Saksi 5 : H. MARAUDIN RANGKUTI :
 a. Bahwa pada tahun 1975 saksi mendengar dari saksi Alm. Muhammad
 Nasution bahwa tanah dimaksud sudah digadaikan oleh Alm. H.M. Rais
 Rangkuti kepada saksi Ramli ;
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 b. Bahwa Pada tahun 1981 saksi meminta kepada Terdakwa untuk membagi
 harta warisan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tanah
 dimaksud tidak turut di bagi karena sudah digadaikan kepada saksi Ramli ;
 Saksi 6 : Drs. MHD. ISMAIL :
 a. Bahwa saksi yang waktu itu menjabat sebagai Camat ada menandatangani
 SKT Nomor : 594/ 24/0082/2002 tanggal 30 Oktober 2003 dimana dalam
 SKT tersebut dijelaskan bahwa kepemilikan sebidang tanah dengan luas 22
 x 94 M yang terletak di Jl. Letda Sujono Lrg.VIII Kel. Bandar Selamat Kec.
 Medan Tembung adalah atas nama Terdakwa ;
 b. Bahwa penerbitan SK tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dimana
 Terdakwa telah melengkapi persyaratan utama yaitu Surat Pernyataan
 Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2003 yang menerangkan bahwa tanah
 dimaksud tidak ada silang sengketa terhadap siapa pun juga ;
 c. Bahwa tersebut ada masalah silang sengketa dengan saksi Ramli dimana saksi
 Ramli ada memiliki SKT Camat Medan Denai tentang kepemilikan tanah
 dimaksud, setelah SKT Lurah Bandar Selamat a.n Terdakwa diterbitkan;
 d. Bahwa dengan adanya silang sengketa tersebut saksi berpendapat bahwa
 Terdakwa ada membuat keterangan palsu dalam Surat Pernyataan tertanggal
 30 Oktober 2003 yang dijadikan syarat dalam penerbitan SKT Lurah Bandar
 Selamat tersebut;
 Saksi 7 : SITI AZMAH TANJUNG :
   

Page 109
                        

 
 a. Bahwa pada tahun 1978 saksi Alm. Kasim diminta oleh saksi Ramli dan
 Istrinya Surawaty untuk menempati rumah yang didirikan saksi Ramli
 ditanah dimaksud karena Alm. Kasim dulunya adalah karyawan di
 Perusahaan yang saksi jalankan ;
 b. Bahwa saksi mengetahui saksi Ramli ada memiliki SK Camat Medan Denai
 tertanggal 15 April 1976 karena diberitahu saksi Ramli ;
 c. Bahwa saksi Ramli dan Alm. H.M Rais Rangkuti pernah ada hubungan
 dimana Alm. H.M Rais Rangkuti membuka sebuah panglong yang mana
 kayu yang dijual oleh Alm. H.M Rais dibeli dari saksi Ramli ;
 d. Bahwa Alm. H.M Rais Rangkuti jatuh sakit sehingga tidak dapat melakukan
 pembayaran maka Alm. H.M Rais Rangkuti menyerahkan tanah miliknya
 yang terletak di Lingk. VIII Desa Bandar Selamat Kec. Medan Denai
 kepada saksi Ramli sebagai ganti pembayaran untuk pembelian kayu
 tersebut ;
 e. Bahwa setelah diserahkan tanah dimaksud maka diterbitkan SKT Camat
 Medan Denai atas nama saksi Ramli ;
 Saksi 8 : NURHANI RANGKUTI :
 a. Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani Surat Pernyataan
 tertanggal 29 Oktober 2003 sebagai Jiran tetangga dimana letak rumah saksi
 dengan tanah dimaksud bersebelahan ;
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 b. Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi Surat Pernyataan tersebut namun
 Tedakwa mengatakan bahwa surat itu hanyalah untuk menjelaskan tentang
 kepemilikan tanah dimaksud ;
 Saksi 9 : H. ABDULLAH NASUTION :
 a. Bahwa Alm. H.M Rais Rangkuti ada mendirikan panglong dimana kayu yang
 dijual oleh Alm. H.M Rais Rangkuti dibeli dari saksi Ramli;
 b. Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan kepada saksi H. Maraudin
 Rangkuti untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan Alm. H.M Rais
 Rangkuti (Ayah Terdakwa) dimana tanah dimaksud tidak turut dibagi ;
 c. Bahwa tanah dimaksud dikuasai oleh Ramli dan ditanah kosong tersebut ada
 didirikan sebuah rumah yang mana ditempati istri Alm. Kasim dan anak-
 anaknya ;
 d. Bahwa pada saat pertemuan di kantor Walikota Medan saksi ada
 menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2003 namun
 Terdakwa tidak ada menjelaskan tentang kehilangan Surat Tanah dimaksud;
 e. Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi Surat Pernyataan yang ia tandatangani
 tersebut ;
 Dalam persidangan Terdakwa (H. Imbalo Rangkuti, SH) juga telah
 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 a. Bahwa menurut keterangan saksi korban RAMLI kepada terdakwa,bahwa
 pada tahun 1976 ayah terdakwa H.M. Rais Rangkuti telah menukar
 sebidang tanah yang terletak di Jl. Letda Sujono Lingkungan VIII Kelurahan
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 Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kepada saksi korban Ramli
 dengan sejumlah kayu yang ditaksir seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta
 rupiah);
 b. Bahwa kemudian atas dasar itu menurut saksi korban RAMLI terbitlah srat
 keterangan tanah tersebut No. 245/LEG/m/Mdn/1976 tanggal 25 April 1976
 yang ditanda tangani oleh Camat medan Denai;
 c. Bahwa sejak terbitnya SK Camat medan Denai maka saksi korban RAMLI
 membayar Ipeda/pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut hingga sekarang,
 dan diatas tanah tersebut saksi korban juga ada membangun satun unit
 rumah permanen dan ada menyuruh orang lain (Kasim (Alm) dan isterinya
 Siti Azmah Tanjung) untuk menempati rumah dan mengelola tanah tersebut;
 d. Bahwa terdakwa tidak pernah tahu kalau tanhn tersebut telah dijual atau
 dipertukarkan oleh orang tua terdakwa H.M. RAIS RANGKUTI kepada
 saksi korban semasa hidupnya Almarhum, dan terdakwa bersama ahli waris
 lainnya menganggap bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan orang
 tua terdakwa;
 e. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2002 terdakwa yang merupakan anak
 (laki-laki) tertua dari Alm.H.M. RAIS RANGKUTI mengurus penerbitan
 surat keterangan tanah yang telah ditukar oleh korban dengan orang tua
 terdakwa tersebut, dengan terlebih dahulu membuata beberapa surat
 pernyataan diantaranya surat pernyataan dari H. IMBALO RANGKUTI
 tanggal 30 Oktober 2002 berisi bahwa tan ah tersebut tidak pernah
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 diperjualbelikan atau diborgkan kepada orang lain dan tidak ada silang
 sengketa dengan sipapun juga. Sehingga dengan adanya surat-surat tersebut
 diattas diterbitkanlah Surat keterangan Tanah Nomor :
 594/24/0082/KM/2002 tanggal 30 Oktober 2002 yang menerangkan bahwa
 terdakwa selaku kuasa dari ahli waris Alm. H.Rais Rangkuti menguasai
 sebidang tanah yang terletak di lingkunagn VIII kel. Bandar Selamat Kec.
 Medan Tembung;
 f. Bahwa dengan demikian tanah yang tercatat pada SK Camat medan Denai
 tertanggal 15 April 1976 nomor :245/LEG/III/MDN/1976 adalah juga tanah
 yang tercatat pada SK Lurah Bandar Selamat tertanggal 30 April 2002
 Nomor: 594/24/0082/KM/2002;
 g. Bahwa dengan adanya SK Camat Medan Denai
 Nomor:245/LEG/III/MD/1976, serta dengan adanya keterangan dari para
 saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Alm.H.M.
 RAIS RANGKUTI kepada RAMLI berarti dalam kepemilikan tanah itu
 sekarang ini ada silang sengketa antara RAMLI dngan Terdakwa selaku ahli
 waris dari Alm.H.M.RAIS RANGKUTI;
 h. Bahwa dalam pengajuan persyaratan untuk penerbitan SKT, terdakwa
 menyatakan bahwa kepemilikan tanah tersebut tidak ada silang sengketa
 sebagaimana Surat Pernyataan yang terdakwa buat pada tanggal 30 Oktober
 2002;
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 i. Bahwa terdakwa mengurus Surat Keterangan Tanah itu kembali karena surat-
 surat yang tersahulu telah hilang dan tidak diketemukan lagi;
 j. Bahwa terdakwa pernah mengecek surat keterangan tanah milik orang tua
 terdakwa tersebut kepada saksi korban Ramli tetapi saksi korban RAMLI
 juga tidak ada memilikinya;
 k. Bahwa saksi korban RAMLI pernah memberitahu terdakwa bahwa tanah
 tersebut dibelinya dari orang tua terdakwa, tetapi saksi korban RAMLI juga
 tidak bisa menunjukkan akte jual belinya kepada terdakwa;
 Bahwa terdakwa dan saudara-saudara terdakwa lainnya tetap menganggap
 tanah tersebut adalah tanah warisan / harta peninggalan orang tua terdakwa.
 3. Tuntutan Pidana
 Pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Jaksa Penuntut Umum
 membacakan Surat Tuntutan Terdakwa (H. Imbalo Rangkuti, SH) yang pada
 pokoknya Jaksa Penuntut Umum berpendirian bahwa Terdakwa telah terbukti
 bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana diatur dalam
 Pasal 266 (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair, oleh karena itu menuntut agar
 Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi
 selama Terdakwa dalam tahanan dan Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu)
 lembar Surat Keterangan Tanah tertanggal 30 Oktober 2002 a.n H. Imbalo Rangkuti,
 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2002, 1 (satu) lembar asli
 Gambar Sket Tanah tertanggal 30 Oktober 2002, 1(satu) lembar Surat Kuasa Ahli
   

Page 114
                        

 
 Waris tanggal 28 Oktober 2002, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 29
 Oktober 2002, 1 (satu) lembar Surat Keterangan hilang tercecer tertanggal 29
 Oktober 2002 dan 1 (satu) lembar Surat Ahli Waris tertanggal 28 Oktober 2002 di
 kembalikan kepada yang berhak, serta Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya
 perkara sebesar Rp.500.- (Lima Ratus Rupiah).
 4. Fakta-Fakta Hukum
 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan
 terdakwa dipersidangan serta adanya barang bukti berupa surat-surat yang foto
 copynya juga terlampir dalam berkas perkara, maka telah ditemukan fakta-fakta
 hukum sebagai berikut; Bahwa terdakwa H.Imbalo Rangkuti, SH adalah anak/ahli
 waris dari Alm. H.M.RAIS RANGKUTI, semasa hidupnya Alm. H.M.RAIS
 RANGKUTI ada memiliki tanah diantaranya tanah berukuran luas 22x94 meter yang
 terletak di Jl. Letda Sujono Lr. VIII Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung
 (dahulu Kec. Medan Denai) dan orang tua terdakwa tersebut, telah lama meninggal
 dunia, maka itu pernah dilakukan pembahagian harta warisan/harta peninggalan Alm.
 H.M. RAIS RANGKUTI, akan tetapi khusus tanah berukuran 22x94 meter tersebut
 belum dilakukan pembahagian warisannya, karena tanah tersebut berada dalam
 kekuasaan orang lain (saksi korban RAMLI) dan Terdakwa tahu tanah tersebut dalam
 kekuasaan saksi korban RAMLI karena terdakwa juga pernah menjual tanah kepada
 saksi korban RAMLI yang terletak bersebelahan dengan tanah berukuran 22x94
 meter tersebut.
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 Menurut keterangan saksi RAMLI dan Isterinya SURWATY bahwa tanah
 tersebut diperoleh dengan cara tukar menukar dengan H.M. RAIS RANGKUTI
 (orang Tua Terdakwa) yaitu H.M. RAIS RANGKUTI ada hutang harga pembelian
 kayu kepada saksi korban RAMLI yang kemudian hutang tersebut dibayar dengan
 tanah berukuran 22x94 meter tersebut, akan tetapi setelah jadi tukar menukar tanah
 tersebut dengan kayu antara H.M.RAIS RANGKUTI dengan saksi korban RAMLI,
 lalu RAMLI mendirikan rumah semi permanent diatas tanah yang dimaksud dan
 menyuruh orang lain tinggal disitu yakni saksi SITI AZIMAH TANJUNG;
 Sampai saat ini rumah dan tanah tersebut dalam pengusaaan saksi korban
 RAMLI dengan menyuruh orang lain tinggal diatasnya, sedangkan Terdakwa selaku
 ahli waris alm. H.M. RAIS RANGKUTI keberatan dan tidak menerima pendirian
 saksi korban RAMLI yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dimaksud
 sudah sah beralih kepada saksi korban RAMLI, maka itu kemudian terdakwa
 berupaya mengurus kembali surat-surat tanah yang beukuran 22x94 meter tersebut,
 karena surat-suratnya tidak ditemukan lagi, yang terdakwa lakukan dengan cara;
 1. Bahwa terdakwa selaku kuasa ahli waris dari alm. H.M.RAIS RANGKUTI
 telah berupaya untuk mengurus kembali Surat Keterangan Tanah (SKT) dari
 Lurah Bandar Selamat atas tanah yang berukuran 22x94 meter tersebut diatas
 atas nama terdakwa;
 2. Bahwa surat keterangan tanah tersebut diterbitkan berdasarkan:
 a. Surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Oktober 2002;
 b. Surat kuasa ahli waris tertanggal 28 Oktober 2002;
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 c. Surat berita tercecer harian Waspada tanggal 28 Oktober 2002;
 d. Surat keterangan hilang/tercecer No.Pol:SKHT/1014/K/X/2002, tanggal 29
 Oktober 2002, yang dikeluarkan Kapolsek Percut Sei Tuan;
 e. Surat pernyataan mantan Kepling Lingkungan VIII, tanggal 29 Oktober
 2002;
 f. Surat pernyataan jiran tetangga tanggal 29 Oktober 2002;
 Bahwa atas upaya yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga terbitlah
 Surat Keterangan Tanah (SKT) No.594/24/0082/KM/2002 tertanggal 30 Oktober
 2002 atas nama Terdakwa dan terdakwa melengkapi surat-surat tersebut, khususnya
 surat keterangan hilang/tercecer di Harian Waspada, dikarenakan hal tersebut adalah
 merupakan persyaratan untuk dapat menerbitkan kembali Surat Keterangan Tanah
 Pengganti, sedangkan menurut terdakwa dan ahli waris alm.H.M. RAIS RANGKUTI
 lainnya bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi waris, oleh
 karena itu menurut terdakwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain
 termasuk saksi korban RAMLI, dan oleh karenanya hal ini telah menjadi perkara
 perdata antara kedua belah pihak saat ini di Pengadilan Negeri.
 5. Pertimbangan Hakim
 Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara tersebut diatas
 menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, lebih jauh
 apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
 melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap dirinya, maka
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 Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan
 Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan terhadap
 terdakwa.
 Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara No.1384 / Pid.B. /
 2004 / PN.Mdn ini setelah membaca dan mempelajari secara cermat surat dakwaan
 dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 adalah bersifat Subsideritas, sehingga oleh karenanya dakwaan Primair akan
 dibuktikan terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-
 unsurnya adalah sebagai berikut:
 a. Barang Siapa;
 b. Membuat Surat Palsu atau memalsukan Surat, yang dapat menimbulkan sesuatu
 hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti
 daripada sesuatu hal;
 c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat
 tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
 d. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
 Atas Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas,
 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini memberikan
 pertimbangan hukum sebagai berikut:
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 a. Tentang Unsur “Barang Siapa”
 Tentang unsur barang siapa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
 memandang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”96 adalah pelaku
 suatu tindak pidana baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pendukung hak
 dan kewajiban, dan mampu bertanggung jawab dalam hukum. Bahwa sesuai dengan
 fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan para saksi-saksi serta
 keterangan Terdakwa sendiri telah menunjuk pelaku dalam tindak pidana ini yaitu H.
 Imbalo Rangkuti, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti.
 b. Membuat Surat Palsu atau memalsukan Surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal; Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas
 keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian satu dengan yang lainnya
 serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa
 Terdakwa didalam mengurus kembali Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah
 berukuran 22x94 meter yang dahulu adalah merupakan kepunyaan Orang Tua
 Terdakwa (alm. H.M. Rais Rangkuti), setelah para ahli waris membuat dan
 menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris (termasuk didalamnya nama Terdakwa)
                                                             96 Unsur “Barang Siapa” (hij die) dengan delik (strafbaar feit), mempunyai hubungan erat.
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Delik ialah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Untuk menganggap suatu perbuatan/tindakan sebagai delik (straafbaar feit), maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 1. Adanya Subjek (Pelaku;Manusia) 2. Kesalahan (Schuld), yakni dengan adanya kesengajaan (Dolus) dan kelalaian (culpa)  3. Bersifat melawan hukum dari perbuatan/tindakan (Wederrechtelijkheid) 4. Sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. 
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 bertanggal 28 Oktober 2002, yang kemudian para ahli waris lain selain Terdakwa
 memberi kuasa ahli waris kepada Terdakwa untuk mengurus surat-surat yang
 diperlukan yang berkaitan dengan harta peninggalan Alm. H.M. Rais Rangkuti, lalu
 Terdakwa telah membuat Berita tercecernya di Harian Waspada pada tanggal 28
 Oktober 2002, dan kemudian Terdakwa melaporkan tentang kehilangan barang atau
 surat atas tanah berukuran 22x94 meter dimaksud dengan menyebut tempat hilang
 atau tercecernya di sekitar Jl. Denai Medan pada tahun 1980 (sesuai isi surat
 keterangan hilang/tercecer dari Polsek Kota Percut Sei Tuan tersebut diatas tentang
 hilang atau tercecernya Surat Tanah berukuran 22x94 meter tersebut, pada hal
 Terdakwa tidak tahu pasti keberadaan surat dimaksud tergolong sebagai perbuatan “
 membuat surat palsu atau memalsukan surat”, dan perbuatan tersebut dapat
 menimbulkan sesuatu hak yakni atas tanah berukuran 22x94 meter tersebut; terlebih
 lagi sesuai keterangan saksi korban RAMLI dan isterinya bernama SURAWATY
 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah berukuran 22x94 meter tersebut telah
 beralih kepada saksi korban RAMLI dengan cara pertukaran sejumlah kayu yang
 dinilai seharga Rp.5.000.000.- dan sebagai pembayarannya oleh Alm. H.M. Rais
 Rangkuti semasa hidupnya menyerahkan tanah tersebut kepada saksi korban RAMLI;
 Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka unsur kedua
 telah terbukti.
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 c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta
 bahwa atas dasar surat berita tercecer di harian Waspada dan Surat Keterangan
 Hilang/Tercecer dari Polsek Kota Percut Sei Tuan telah digunakan/dipakai oleh
 terdakwa untuk mengurus terbitnya Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah
 berukuran 22x94 meter tersebut sesuai Surat Keterangan bernomor:
 594/24/0082/KM/2002 tanggal 30 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kepala
 Kelurahan Bandar Selamat dan diketahui oleh Camat Medan Tembung; Bahwa
 berdasarkan uraian dan pertimbangkan kami tersebut diatas maka unsur ketiga juga
 terbukti.
 d. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
 Bahwa akibat dari pada Terdakwa yang memakai surat dimaksud jelas dapat
 menimbulkan kerugian bagi pihak lain khususnya pihak yang merasa berhak atas
 tanah berukuran 22x94 meter tersebut, terlebih lagi akibat perbuatan Terdakwa
 dimaksud pada akhirnya telah terbit dua surat keterangan tanah yakni atas nama saksi
 korban RAMLI dan atas nama Terdakwa H. IMBALO RANGKUTI; Berdasarkan
 uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka unsur ke-empat telah terbukti.
 Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair telah
 terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;
 Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun unsur-unsur dari dakwaan primair
 telah terbukti, akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
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 bahwa Terdakwa membuat laporan hilang/tercecer di Polsek Kota Percut Sei Tuan
 adalah merupakan persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan Surat Keterangan
 Tanah (SKT) Pengganti ;
 Menimbang bahwa kecuali itu keterangan saksi korban RAMLI yang pada
 pokoknya menerangkan bahwa ia telah membeli tanah berukuran luas 22x94 meter
 tersebut dari Alm. H.M. Rais Rangkuti ( Orang Tua Terdakwa) dengan cara tukar-
 menukar dengan kayu yang telah diambil oleh Terdakwa dengan alasan bahwa
 semasa hidupnya Almarhum H.M. RAIS RANGKUTI tidak pernah memberitahu hal
 tersebut kepada anak-anaknya, sehingga tanah berukuran 22x94 meter tersebut
 dipandang sebagai harta peninggalan yang belum dibagi waris, yang menurut
 Terdakwa perkaranya sedang berjalan;
 Bahwa selanjutnya keterangan tanah yang dimiliki oleh saksi korban RAMLI
 No. 245/LEG/III/MD/1976 tanggal 15 April 1976, tidak jelas menguraikan bahwa
 asal-usul tanah tersebut berasal dari H.M.Rais Rangkuti yang diperoleh secara jual
 beli atau tukar-menukar; sehingga sesuai keterangan saksi korban RAMLI dan
 keterangan Terdakwa H. IMBALO RANGKUTI hal ini masih dipersoalkan didalam
 perkara perdata yang sedang berjalan antara kedua belah pihak;
 6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 1384 / Pid. B / 2004 / PN. Mdn
 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada persidangan Hari Selasa
 tanggal 24 Agustus 2004 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara a.n Terdakwa
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 H. Imbalo Rangkuti, SH oleh kami : EFENDI GAYO, SH, MH sebagai Hakim Ketua
 Sidang, DOLMAN SINAGA, SH dan ARIFIN, SH masing-masing sebagai Hakim
 Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka
 untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim
 Anggota tersebut serta dihadiri oleh AMRIN, Panitera Pengganti, dan YOKLINA
 SITEPU, SH. M.Hum Jaksa Penuntut Umum serta di hadiri oleh Terdakwa, dengan
 amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:
 M E N G A D I L I
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “sebagaimana
 didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dalam surat dakwaan”, akan tetapi
 perbuatan itu bukanlah merupakan perbuatan pidana;
 2. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta
 martabatnya dalam keadaan semula;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanah tertanggal 30 Oktober 2002 No.
 594/24/0082/2002 a.n H. Imbalo Rangkuti ;
 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hilang Tercecer No. Pol.
 SKHT/1014/K.16/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002;
 1 (satu) lembar Gambar Sket tanah Reg. No. 00019 tertanggal 30 Oktober 2002
 No. 594/24/0082/2002;
 Dikembalikan kepada Terdakwa;
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 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2002 a.n. H. IMBALO
 RANGKUTI;
 1 (satu) lembar Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 28 Oktober 2002;
 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2002 a.n H.
 ABDULLAH NASUTION;
 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2002;
 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hilang tercecer tertanggal 29 Oktober
 2002;
 1 (satu) lembar Surat Ahli Waris tertanggal 28 Oktober 2002 dikembalikan
 kepada saksi DARMAWI NASUTION;
 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir SKT Camat Medan Denai No.
 245/LEG/III/MD/1976 tanggal 15 April 1976;
 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Nota Pembayaran PBB tahun 2003
 dikembalikan kepada saksi SURAWATI;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
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 B. Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 1384 / Pid.B / 2004 / PN. Mdn Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai
 dasar pembebasan Terdakwa (H.Imbalo Rangkuti, SH) dari semua Dakwaan Jaksa
 Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, dapat diberikan analisa sebagai berikut:
 a. Tentang Unsur Barang Siapa (hij die)
 Sebelum membahas unsur ini, menurut hemat penulis perlu diketahui terlebih
 dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan delik (strafbaar feit), karena unsur
 “barang siapa” (hij die) dengan delik mempunyai hubungan erat. Dalam Kamus Besar
 Bahasa Indonesia, Delik ialah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena
 merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.97
 Mengenai apa yang dimaksud dengan Delik (strafbaar feit), beberapa ahli
 mengemukakan pendapatnya, antara lain:
 1. Moelyatno mengatakan: Delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam
 dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu
 harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak
 boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat
 yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna delik secara mutlak harus
 termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang
 (Tatbestandmaszigheit) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangan dengan
                                                             97 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, Kamus Besar Bahasa
 Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 193.  
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 cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum
 (Rechtswirdigheit).98
 2. Simons berpendapat Delik adalah suatu: handeling (perbuatan/tindakan)
 melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh
 seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh
 undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat
 dihukum.99 Sedangkan Van Hammel mengatakan Delik adalah suatu serangan
 atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
 Dari pendapat para ahli tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa
 untuk menganggap suatu perbuatan/tindakan sebagai delik (stafbaar feit), maka
 perbuatan atau tindakan tersebut harus memenuhi beberapa Unsur-unsur Delik, yaitu:
 Menurut PAF. Lamintang, unsur Delik terdiri dari dua (2) macam yakni: a). Unsur
 Subjektif dan b). Unsur Objektif. Yang dimaksud dengan “Unsur Subjektif” adalah
 unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku
 dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
 Sedangkan “Unsur Objektif” adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
 keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus
 dilakukan,”100
                                                             98 S.R Sianturi, Op.cit. hal. 208.  99 Balai Lektur Mahasiswa, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof .Satochid Kartanegara,
 SH., Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Satu, Tanpa Tahun, hal. 74. 100  P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sumur Batu, 1983, hal.70.  
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 Unsur Subjektif terdiri dari: 1. Kesengajaan, yang terdiri dari a). Kesengajaan
 sebagai Maksud (Oogmerk) b). Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti (Opzet als
 zekerheidsbewustzijn) c). Kesengajaan dengan Keinsafan Akan Kemungkinan (Dolus
 Evantualis) 2. Kealpaan (Culpa) terdiri dari a.) Tak Berhati-hati b). Dapat Menduga
 c). Lalai. Sedangkan Unsur Objektif terdiri dari: 1). Perbuatan Manusia terdiri dari a).
 Perbuatan Aktif atau Positif (Act) b). Perbuatan Pasif atau (Omission) 2). Akibat
 Perbuatan 3). Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid) 4).Keadaan (Circumstan).
 Teori tentang pengertian Kesengajaan dalam Hukum Pidana dikenal dengan
 dua (2) Teori yakni: 1. Teori Kehendak (Wilstheorie), dikemukakan oleh Von
 Hippel dalam bukunya Die GrenzeVorzats und Fahrlassigheit terbitan tahun 1903.
 Menurut beliau Kesengajaan adalah: kehendak membuat suatu tindakan dan
 kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. 2. Teori Membayangkan
 (Voorstellingstheorie), dikemukakan oleh Frank dalam bukunya Festschrift
 Gieszen tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat
 menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau
 membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja”
 apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai
 maksud dari tindakan itu.101
 Kesalahan (Schuld) dalam hubungannya dengan pemidanaan sangatlah
 penting, karena kita sering mendengar adagium “Geen straf zonder schuld” yang
 artinya Tidak ada Pemidanaan, Tanpa Kesalahan. Jadi schuld atau kesalahan terdiri                                                             
 101 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 14.  
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 atas: a). Kesengajaan (dolus), dan b). Kealpaan (culpa). Kedua hal tersebut
 dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedang “kealpaan” tidak dikehendaki,
 umumnya kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.
 Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana
 yang dilakukan dengan “kealpaan” lebih ringan.
 b. Tentang Unsur Melawan Hukum
 Secara Formal atau secara perumusan perundang-undangan, suatu
 perbuatan/tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar
 suatu ketentuan undang-undang, atau karena bertentangan dengan undang-undang.
 Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar
 peniadaannya yang ditentukan dalam undang-undang.
 Sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu delik,
 Simons selaku penganut ajaran bersifat melawan hukum formil berpendapat: apabila
 sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi
 diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu, karena dengan sendirinya seluruh
 tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum
 inidicantumkan dengan rumusan delik, maka sifat melawan hukum itu harus
 diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/mengadili harus terbukti bersifat melawan
 hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan tersebut dalam norma delik,
 menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.102
                                                             102 S.R Sianturi, Op.cit., hal.145.  
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 Sedangkan para penganut ajaran melawan hukum materiil, diantaranya Van
 Hammel dan Jonkers menyatakan bahwa sifat melawan hukum, selalu dianggap ada
 dalam setiap delik, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Pengertian dari hukum
 yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam sifat melawan hukum, tidak
 hanya didasarkan kepada undang-undang saja, tetapi kepada yang lebih luas lagi,
 yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. Dengan perkataan lain bersifat
 melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi,
 bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat. Atau lebih tepat jika
 diartikan dengan tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan
 perwujudan cita-cita masyarakat.103
 Mengenai melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid), Utrecht
 menyatakan: “ melihat anasir melawan hukum itu sebagai suatu anasir yang tidak
 hanya melawan hukum yang tertulis, tetapi juga sebagai suatu anasir yang melawan
 hukum yang tidak tertulis yaitu yang melawan asas-asas hukum umum (algemene
 beginselen van recht). Mereka yang menerima pelajaran melawan hukum materiil
 (materiele wederrechtelijkheid) itu biasanya melihat wederrechtelijkheid sebagai
 anasir (elemen) tiap peristiwa, juga dalam hal undang-undang tidak menyebutnya,
 wederrechtelijkheid adalah elemen tiap peristiwa.104
 Apabila uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis
 Hakim, menurut penulis penafsiran Majelis Hakim terhadap sebutan unsur Tindak
                                                             103 Ibid.  104 Utrecht, Hukum Pidana I, P.T. Penerbitan Universitas, Jakarta, hal. 267. 
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 Pidana yang didakwakan, dalam hal ini “unsur melawan hukum” dari Pasal 266 (1)
 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan
 Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang
 terungkap di persidangan bahwa Terdakwa (H. Imbalo Rangkuti) membuat surat
 berita tercecer di harian waspada dan membuat laporan hilang/tercecer di Polsek Kota
 Percut Sei Tuan adalah merupakan persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan
 Surat Keterangan Tanah (SKT) Pengganti, pada hal Terdakwa tidak tahu pasti
 keberadaan surat dimaksud tergolong sebagai perbuatan “ membuat surat palsu atau
 memalsukan surat”.
 Sedangkan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh saksi korban RAMLI
 No.245/LEG/III/MD/1976 tanggal 15 April 1976, tidak jelas menguraikan bahwa asal
 usul tanah tersebut berasal dari H.M Rais Rangkuti yang diperoleh secara jual beli
 atau tukar menukar dengan kayu yang telah diambil oleh Alm.H.M.RAIS
 RANGKUTI dari saksi korban RAMLI telah disangkal oleh Terdakwa dengan alasan
 bahwa semasa hidupnya Alm.H.M.Rais Rangkuti tidak pernah memberitahu hal
 tersebut kepada anak-anaknya, sehingga tanah berukuran 22x94 meter tersebut
 dipandang sebagai harta peninggalan yang belum di bagi waris, sehingga sesuai
 keterangan saksi korban RAMLI dan keterangan Terdakwa H. IMBALO
 RANGKUTI hal ini masih dipersoalkan didalam perkara perdata yang sedang
 berjalan antara kedua belah pihak pada saat itu.
 Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
 Negeri Medan tersebut diatas, meskipun unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan
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 kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair telah terbukti, namun perbuatan tersebut
 dilakukan oleh terdakwa sebagai bagian dari upaya mempertahankan hak-hak
 keperdataan mereka selaku ahli waris dari Alm. H.M RAIS RANGKUTI, sehingga
 perbuatan dimaksud tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana, melainkan
 sebagai perbuatan perdata (bidang hukum waris).
 Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
 perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan Lepas dari Segala Tuntutan
 Hukum (Ontslagh Van Rechtsvervolging), maka dipandang perlu untuk memulihkan
 hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan
 membebankan biaya perkara kepada Negara;
 Menurut penulis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor.
 1384/Pid.B/2004/PN.Mdn tersebut telah tepat penerapan hukumnya, dimana
 Perbuatan/tindakan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan Tindak Pidana,
 tetapi masuk kedalam Ruang Lingkup Perdata (bidang hukum waris), maka itu
 putusan tersebut diatas berbentuk Putusan Pelepasan dari segala Tuntutan Hukum
 (Ontslagh Van Rechtsvervolging), sehingga putusan tersebut diatas dapat
 dikategorikan sebagai bagian dari putusan Asas Ne bis in Idem dalam Hukum
 Pidana. Pengaturan mengenai Putusan Pelepasan dari segala Tuntutan Hukum diatur
 didalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dan tentang adanya barang bukti didalam
 perkara ini haruslah dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita.
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 C. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3259 / Pid.B / 2008 / PN. Mdn
 1. Kronologis Perkara
 Bahwa Terdakwa H. Imbalo Rangkuti, SH pada tanggal 30 Oktober 2002 atau
 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 bertempat di medan atau setidak
 tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, membuat
 secara palsu sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu
 perikatan atau suatu pembebasan utang, atau yang diperuntukkan guna
 membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau
 menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah
 surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat
 menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara
 lain sebagai berikut:
 Bahwa pada awalnya sebidang tanah yang terletak di Jalan Letda Sujono
 No.238 Lingkungan VIII Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung
 adalah milik (Alm.H.RAIS RANGKUTI) kemudian H. RAIS RANGKUTI
 mengambil bahan-bahan bangunan berupa kayu dari panglong MAKMUR JAYA
 milik saksi RAMLI dan sehubungan dengan H. RAIS RANGKUTI tidak mampu
 membayar harga kayu yang diambil dari panglong MAKMUR JAYA milik RAMLI,
 maka H. RAIS RANGKUTI menyerahkan sebuidang tanah yang terletak di Jalan
 Serdang (sekarang Jalan Letda Sujono No. 238 Lingkungan VIII Kelurahan Bandar
 Selamat Kecamatan Medan Tembung) berukuran 24 x 102 meter persegi dan
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 menerbitkan alas hak atas tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan No.
 245/LEG/III/MD/1976 atas nama Saksi RAMLI yang di buat oleh CAMAT MEDAN
 DENAI, dan pada tahun 1978 saksi SITI ASMAH TANJUNG bersama suaminya
 (almarhum M. KASIM LUBIS) dapanggil oleh saksi RAMLI untuk menempati
 sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jlan Serdang (sekarang Jl. Letda
 Sujono No.238 Lingkungan VIII Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan
 Tembung) yang berukuran 24 x 102 meter sampai dengan sekarang ini. Bahwa pada
 tahun 1995 terdakwa H.M. IMBALO RAIS RANGKUTI, SH , menjual sebidang
 tanah yang berbatasan dengan tanah saksi RAMLI tersebut dan menerbitkan surat
 pernyataan melepaskan atas tanah No. 593.83/098/010/SPMHAT/MT/1995 tanggal
 01 Maret 1995 berukuran 11 x 56 meter dari H.M.IMBALO kepada RAMLI dan
 Surat Keterangan Situasi Tanah No: 06/BS/MT/KST/1995 berukuran 11 x 56 meter
 tanggal 21 Februari 1995 serta Surat pernyataan Atas Nama H.M. IMBALO
 tertanggal 20 Februari 1995 yang menyatakan bahwa terdakwa mempunyai sebidang
 tanah berukuran 11 x 56 meter, seluas 616 meter persegi dengan batas-batas tanah
 tersebut adalah:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdra. M. MARPAUNG (11 M)
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdra. H. ASMIN MUNAF (11 M)
 c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdra. OTENG (56 M)
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdra. RAMLI (56 M)
 Bahwa sejak terbitnya Surat Pernyataan melepaskan Hak Atas tanah No.
 593.83/098/010/SPMHAT/MT/1995 berukuran 11 x 56 meter tanggal 1 Maret 1995
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 tersebut, yang menguasai tanah yang terletak di Jalan Letda Sujono No.238
 Lingkungan VIII Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung adalah
 saksi RAMLI, dan tidak pernah diperjual belikan lagi ;
 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2002, terdakwa datang ke Kantor Camat Medan
 Tembung menghadap kepada Camat Medan Tembung yaitu saksi Drs.
 MUHAMMAD ISMAIL LUBIS dan kemudian melalui staf Kaur pemerintahan yaitu
 saksi DARMAWI NASUTION, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 30
 Oktober 2002, yang menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai sebidang tanah
 berukuran 22 x 94 meter, seluas 2068 meter persegi dengan batas-batas adalah :
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan LETDA SUJONO (22 M)
 b. Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah Sdra. H. ASMIN MUNAF (22 M)
 c. Sebelah Timur berbatsan dengan tanah Sdra NURHANI/OTENG (94 M)
 d. Sebelah Barat berbatsan dengan tanh Sdr. Alm. H. MUKTAR / Hj. SAMSIAH
 (94 M)
 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.
 593.83/098/010/SPMHAT/MT/1995 tanggal 1 Maret 1995, yang mendasarkan pada
 Surat Keterangan Kepala Kelurahan Bandar Selamat Nomor :
 593.83/06/0082/010/KM/1995 tanggal 21 Februari 1995 dan Surat Keterangan
 Situasi Tanah No:06/BS-MT/KST/1995 tanggal 21 Februari 1995 menyatakan bahwa
 tanah berukuran 11 x 56 meter dengan luas 616 meter persegi terletak di Lingkungan
 VIII Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung sebelah Barat
 berbatsan dengan tanah milik RAMLI. Bahwa setelah saksi DARMAWI NASUTION
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 mengecek kelapangan (lokasi Tanah) ternyata Surat Pernyataan Terdakwa H.M.
 IMBALO RAIS RANGKUTI tanggal 30 Oktober 2002 adalah tidak benar karena
 sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdra. OTENG dan yang sebenarnya harus
 berbatas dengan tanah Sdr. RAMLI sehingga dalam Surat Pernyataan Terdakwa
 tanggal 30 Oktober 2002 adalah salah atau tidak benar menempatkan batas tanah.
 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi RAMLI mengalami kerugian akan
 kehilangan hak atas tanah yang terletak di Jalan letda Sujono berukuran 22 x 102
 meter.
 2. Dakwaan
 Terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana kasus posisi tersebut diatas maka
 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan terdakwa ke
 persidangan Pengadilan Negeri Medan, dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan
 Pertama (Primair): Perbuatan Terdakwa (H. Imbalo Rangkuti, SH), sebagaimana
 diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (1) KUHP, sedangkan Dakwaan Kedua
 (Subsidair): Perbuatan Terdakwa (H. Imbalo Rangkuti, SH), sebagaimana diatur dan
 diancam pidana dalam Pasal 263 (2) KUHP.
 Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2008 No. Reg.
 Perkara: PDM-1486/Ep.1/Mdn/10/2008, Penasehat Hukum Terdakwa telah
 mengajukan keberatan (Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum) secara
 tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 Nopember 2008 yang bunyinya
 sebagai berikut:
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 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM- / Ep.1 / Mdn / 05
 / 2004 tertanggal 01 Mei 2004 yang pada pokoknya menerangkan bahwa, Pada
 tanggal 16 April 1976. Saksi korban yang bernama Ramli bertemu dengan ayah
 terdakwa (sekarang juga terdakwa dalam perkara ini) yang bernama H.M.Rais
 Rangkuti yang meminta agar korban membeli sebidang tanah yang terletak di Jl.
 Letda Sujono Lingkungan VIII Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan
 Tembung sebagai ganti rugi pembayaran kayu yang telah dibeli H.M. Rais Rangkuti
 kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Selanjutnya H.M.Rais
 Rangkuti memberikan surat keterangan tanah tersebut dengan
 No.245/LEG/IV/Mdn/1976 tanggal 15 April 1976 yang ditandatangani oleh Camat
 Medan Denai pada saksi Ramli. Sehingga sejak terbitnya SK Camat Medan Denai
 maka saksi korban Ramli membayar Ipeda/Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut
 hingga sekarang (tahun 2003). Selanjutnya setelah tanah tersebut menjadi saksi
 Ramli, lalu saksi membuka usaha diatas tanah tersebut dan mendirikan sebuah rumah
 semi permanent serta menyuruh saksi Kasim beserta keluarganya untuk menempati
 rumah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 1981 korban menerima
 pembayaran pembebasan tanah di Jl. Letda Sujono tersebut dari pemerintah yang
 membuka jalan bebas hambatan Belawan Medan-Tanjung Morawa seluas 275 m2
 sehingga tanah tersebut berkurang menjadi 2.173 m2 atau ukuran panjang sekitar 94
 m dan lebar 24 m. Selanjutnya pada tanggal 01 maret 1995 saksi Ramli membeli pada
 terdakwa sebidang tanah yang terletak bersebelahan dengan tanah yang sebelumya
 saksi korban beli dari ayah terdakwa tersebut dengan luas 616 m2 dan Surat
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 Pelepasan hak dihadapan Camat Medan Tembung
 No.593.83/058.010/SPMHAT/MT/1995 tanggal 01 Maret 1995, dimana dalam Surat
 Pelepasan Tanah tersebut dijelaskan bahwa tanah yang dijual terdakwa tersebut
 sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saksi Ramli yaitu tanah yang dibeli
 korban pada ayah terdakwa pada tahun 1976. Kemudian pada tanggal 23 Oktober
 2002 dilaksanakan rapat untuk membicarakan permasalahan tanah peninggalan ayah
 terdakwa yang bernama Alm. H.M.Rais Rangkuti yang terletak di Jl. Letda Sujono
 Lingkungan VIII Kel. Bandar Selamat Medan Tembung yang dihadiri oleh saksi
 Drs.Son Monang Lubis, Drs.Muhammad Ismail, Darmawi Nasution, Abdullah
 Nasution serta dihadiri oleh terdakwa sedangkan korban Ramli tidak mengetahui
 tentang adanya rapat tersebut. Dimana dalam rapat tersebut terdakwa (sekarang juga
 Sdr.H.M. Imbalo Rais Rangkuti, SH sebagai terdakwa dalam perkara ini)
 menunjukkan:
 1. Surat pernyataan ahli waris tanggal 28 oktober 2002 menyatakan bahwa 6 (enam)
 orang an.
 a. Faziah Rangkuti
 b. H.imbalo Rangkuti
 d. Ismail Rangkuti
 e. Aisyah Rangkuti
 f. Nurhayati Rangkuti
 g. Ishak Rangkuti
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 Adalah sebagai ahli waris dari alm H.M Rais Rangkuti dengan Alm. Hj. Fatimah
 Syam Nasution dan tidak ada nama yang lain yang menjadi ahli waris;
 2. Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 28 oktober 2002 berisi:
 Seluruh ahli waris dari Alm. H.rais rangkuti menyerahkan kuasa kepada H.Imbalo
 rangkuti untuk mengurus dan menandatanggani surat surat yang diperlukan dan
 sekaligus menerebitkan surat An H.Imbalo rangkuti yang berkaitan dengan
 peninggalan Alm. H.Rais Rangkuti dan Alm. Hj Fatimah Syam Nasution;
 3. Surat berita tercecer harian waspada tanggal 28 oktober 2002 berisi: Berita Mas
 Media tentang kehilangan SK Camat Medan Denai dengan Nomor: 166/LEG/III/
 MDN/ 1976 tanggal 17 Maret 1976;
 4. Surat Keterangan Hilang/tercecer No. Pol: SKHT/1014/K/X/2002 tanggal 29
 Oktober 2002 yang dikeluarkan Kapolsek Percut Sei Tuan yang berisi: Tentang
 Hilangnya SK Camat Medan Denai Nomor: 166/LEG/III/ MDN/ 1976 tanggal 17
 Maret 1976; Berita tercecer harian Waspada tanggal 28 Oktober berisi: Berita
 Mas Media tentang kehilangan SK Camat Medan Denai dengan Nomor:
 166/LEG/IH/MDN/1976 tanggal 17 Maret 1976;
 5. Surat pernyataan Mantan Kepling Lingkungan VIII tanggal 29 Oktober 2002
 berisi: bahwa selama menjabat kepling tahun 1979 bahwa tanah tersebut tidak
 pernah diperjualbelikan kepada siapapun juga;
 6. Surat Pernyataan Jiran tetangga tanggal 29 Oktober 2002 berisi: Menyatakan
 bahwa tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris mulai tahun 1975 sampai dengan
 sekarang ini;
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 7. Surat Pernyataan dari H. Imbalo Rangkuti tanggal 30 Oktober 2002 berisi: bahwa
 tanah itu tidak pernah diperjualbelikan atau diborgkan kepada orang lain dan tidak
 ada silang sengketa dengan siapapun juga;
 Sehingga dengan adanya surat-surat tersebut diatas diterbitkanlah Surat
 Keterangan Tanah Nomor : 594/24/0082/KM/2002 tanggal 30 Oktober 2002 yang
 menerangkan bahwa Terdakwa selaku kuasa dari ahli waris Alm. H. Rais Rangkuti
 menguasai sebidang tanah yang terletak di Lingkungan VIII Kel Bandar Selamat kec.
 Medan Tembung dengan ukuran 22x94 M sama dengan 2.068 m2 dan SK tanah
 tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Son Monang Lubis selaku Lurah
 dan diketahui oleh Camat Medan Tembung an. Drs. Muhammad Ismail, dengan
 demikian tanah yang tercatat pada SK Camat Medan Denai tertanggal 25 April 1976
 nomor : 245/LEG/III/MDN/1976 adalah juga tanah yang tercatat pada SK Lurah
 Bandar Selamat tertanggal 30 April 2002 Nomor : 594/24/0082/KM/2002 sehingga
 dengan adanya SK Camat Medan Denai Nomor : 245/LEG/III/MD/1976, serta
 dengan adanya keterangan dari para saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut
 telah dijual oleh Alm. H.M.Rais Rangkuti kepada Ramli berarti dalam kepemilikan
 tanah sekarang ini adalah silang sengketa antara Ramli dengan Terdakwa sedangkan
 dalam pengajuan persyaratan untuk penerbitan SKT, terdakwa menyatakan bahwa
 kepemilikan tanah tersebut tidak ada silang sengketa sebagaimana surat pernyataan
 yang terdakwa buat pada tanggal 30 Oktober 2002, terdakwa telah memberikan
 keterangan yang tidak benar kepada Lurah Bandar Selamat dan juga kepada Drs.
 Muhammad Ismail selaku yang mengetahui SKT Nomor: 594/24/0082/KM/2002
   

Page 139
                        

 
 tanggal 20 Oktober 2002. Akibat perbuatan terdakwa korban Ramli sangat dirugikan
 dan melaporkan terdakwa tersebut ke Poltaber MS guna pengusutan lebih lanjut,
 Perbuatan mana melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam
 pasal 263 (1) KUHP
 Sementara, pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Subsidair
 Pasal 266 (1) KUHP. Bahwa Terdakwa (H. Imbalo Rangkuti, SH) pada tanggal 30
 Oktober 2002 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 bertempat di
 Medan atau setidak-tidaknya masih berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri
 Medan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentic
 tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte ini, dengan
 maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-
 olah keterangannya cocok dengan hal sebenarnya yang dilakukan Terdakwa dengan
 cara sebagai berikut:
 Bahwa pada tanggal 16 april 1976, saksi korban yang bernama Ramli bertemu
 dengan ayah terdakwa yang bernama HM.Rais Rangkuti yang meminta agar korban
 membeli sebidang tanah yang terletak di JL.Letda sujono lingkungan VIII kelurahan
 Bandar selamat kecamatan medan tembung sebagai ganti pembayaran kayu yang
 telah dibeli HM.Rais rangkuti kepada korban sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta
 rupiah). Selanjutnya HM.Rais rangkuti memberikan surat keterangan tanah tersebut
 dengan NO.245/LEG/IIIMdn/1976 tanggal 15 april 1976 yang ditandatangani oleh
 camat medan denai pada saksi ramli.Sehingga sejak terbitnya SK Camat medan denai
 maka saksi korban ramli membayar Ipeda/pajak bumi dan banggunan tanah tersebut
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 hingga sekarang (tahun 2003) selanjutnya usaha diatas tanah tersebut dan mendirikan
 sebuah rumah semi permanen serta menyuruh saksi kasim beserta keluarganya untuk
 menenpati rumah tersebut.selanjutnya pada tanggal 12 maret 1981 korban menerima
 pembayaran pembebasan tanah di Jl. Letda Sujono tersebut dari pemerintah yang
 membuka jalan bebas hambatan Belawan-Medan-Tanjung Morawa seluas 275 m2
 sehingga tanah tersebut berkurang menjadi 2.173 mu2 atau ukuran panjang sekitar 94
 m dan lebar 24 m . selanjutnya pada tanggal 01 maret 1995 saksi Ramli membeli
 pada terdakwa sebidang tanah yang terletak bersebelahan dengan tanah yang
 sebelumnya saksi korban beli dari ayah terdakwa tersebut dengan ukuran luas 616 m2
 dan Surat Pelepasan Hak dihadapan Camat Medan Tembung
 NO.593.83/058/010/SPMHAT/MT/1995 tanggal 01 maret 1995, dimana dalam surat
 pelepasan tanah tersebut dijelaskan bahwa tanah yang dijual terdakwa tersebut
 sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi ramli yaitu tanah yang telah dibeli
 korban pada ayah terdakwa pada tahun 1976 .kemudian pada tanggal 23 oktober
 2002. Dilaksanakan rapat untuk membiacarakan permasalahan tanah peninggalan
 ayah terdakwa yang bernama Alm. HM.Rais Rangkuti yang terletak di Jl. Letda
 sujono lingkungan VIII Kel. Bandar Selamat Medan Tembung yang dihadiri oleh
 saksi Drs.Son Monang Lubis ,Drs Muhammad Ismail ,Darmawi Nasution ,Abdulla
 Nasution serta dihadiri oleh terdakwa sedangkan saksi korban Ramli tidak
 mengetahui tentang adanya rapat tersebut. Dimana dalam rapat tersebut terdakwa
 (sekarang juga Sdr. H.M Imbalo Rais Rangkuti, SH sebagai terdakwa dalam perkara
 ini) menunjukkan:
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 1. Surat pernyataan ahli waris tanggal 28 oktober 2002 menyatakan bahwa 6 (enam)
 orang a.n:
 a. Faziah Rangkuti
 b. H.imbalo Rangkuti
 c. Ismail Rangkuti
 d. Aisyah Rangkuti
 e. Nurhayati Rangkuti
 f. Ishak Rangkuti adalah: sebagai ahli waris dari alm H.M Rais Rangkuti
 dengan Alm. Hj. Fatimah Syam Nasution dan tidak ada nama yang lain yang menjadi
 ahli waris;
 2. Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 28 oktober 2002 berisi:
 Seluruh ahli waris dari Alm. H.rais rangkuti menyerahkan kuasa kepada H.Imbalo
 rangkuti untuk mengurus dan menandatanggani surat surat yang diperlukan dan
 sekaligus menerebitkan surat An H.Imbalo rangkuti yang berkaitan dengan
 peninggalan Alm. H.Rais Rangkuti dan Alm. Hj Fatimah Syam Nasution;
 3. Surat berita tercecer harian waspada tanggal 28 oktober 2002 berisi: Berita Mas
 Media tentang kehilangan SK Camat Medan Denai dengan Nomor: 166/LEG/III/
 MDN/ 1976 tanggal 17 Maret 1976;
 4. Surat Keterangan Hilang/tercecer No.Pol: SKHT/1014/K/X/2002 tanggal 29
 Oktober 2002 yang dikeluarkan Kapolsek Percut Sei Tuan yang berisi: tentang
 hilangnya SK Camat Medan Denai Nomor: 166/LEG/III/ MDN/ 1976 tanggal 17
 Maret 1976. Berita Tercecer Harian Waspada tanggal 28 Oktober berisi: Berita
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 Mas Media tentang kehilangan SK Camat Medan Denai dengan Nomor:
 166/LEG/IH/MDN/1976 tanggal 17 Maret 1976;
 5. Surat pernyataan Mantan Kepling Lingkungan VIII tanggal 29 Oktober 2002
 berisi: bahwa selama menjabat kepling tahun 1979, bahwa tanah tersebut tidak
 pernah diperjualbelikan kepada siapapun juga;
 6. Surat Pernyataan Jiran tetangga tanggal 29 Oktober 2002 berisi: Menyatakan
 bahwa tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris mulai tahun 1975 sampai dengan
 sekarang ini;
 7. Surat Pernyataan dari H. Imbalo Rangkuti tanggal 30 Oktober 2002 berisi: bahwa
 tanah itu tidak pernah diperjualbelikan atau diborgkan kepada orang lain dan tidak
 ada silang sengketa dengan siapapun juga;
 Sehingga dengan adanya surat-surat tersebut diatas diterbitkanlah surat
 keterangan tanah nomor : 594/24/0082/KM/2002 tanggal 30 Oktober 2002 yang
 menerangkan bahwa Terdakwa selaku kuasa dari ahli waris Alm. H. Rais Rangkuti
 menguasai sebidang tanah yang terletak di Lingkungan VIII Kel Bandar Selamat kec.
 Medan Tembungdenagn ukuran 22x94 M sama dengan 2.068 m2 dan SK tanah
 tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Son Monang Lubis selaku Lurah
 dan diketahui oleh Camat Medan Tembung an. Drs. Muhammad Ismail, dengan
 demikian tanah yang tercatat pada SK Camat Medan Denai tertanggal 25 April 1976
 nomor : 245/LEG/III/MDN/1976 adalah juga tanah yang tercatat pada SK Lurah
 Bandar Selamat tertanggal 30 April 2002 Nomor : 594/24/0082/KM/2002 sehingga
 dengan adanya SK Camat Medan Denai Nomor : 245/LEG/III/MD/1976, serta
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 dengan adanya keterangan dari para saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut
 telah dijual oleh Alm. H.M.Rais Rangkuti kepada Ramli berarti dalam kepemilikan
 tanah sekarang ini adalah silang sengketa antara Ramli dengan Terdakwa sedangkan
 dalam pengajuan persyaratan untuk penerbitan SKT, terdakwa menyatakan bahwa
 kepemilikan tanah tersebut tidak ada silang sengketa sebagaimana surat pernyataan
 yang terdakwa buat pada tanggal 30 Oktober 2002, terdakwa telah memberikan
 keterangan yang tidak benar kepada Lurah Bandar Selamat dan juga kepada Drs.
 Muhammad Ismail selaku yang mengetahui SKT Nomor : 594/24/0082/KM/2002
 tanggal 30 Oktober 2002. Akibat perbuatan terdakwa korban Ramli sangat dirugikan
 dan melaporkan terdakwa (sekarang juga terdakwa dalam perkara ini) tersebut ke
 Poltaber MS guna pengusutan lebih lanjut, Perbuatan mana melanggar dan
 diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 (1) KUHP
 3. Tuntutan Pidana
 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3259 / Pid.B / 2008 / PN. Mdn,
 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak lagi dibuat dan dibacakan, karena
 Pengajuan Nota Eksepsi / Keberatan yang dimajukan dan dibacakan Penasehat
 Hukum dalam persidangan dikabulkan Majelis Hakim, Adapun dasar yuridis
 pengajuan nota keberatan/eksepsi didasarkan pada peraturan perundang-undangan
 yang berlaku, khususnya yang telah dirumuskan dalam Pasal 156 ayat (1) UU
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 Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP105, yang memberikan hak kepada Terdakwa
 baik secara langsung dan atau melalui kuasa hukum Terdakwa untuk mengajukan
 keberatan dan atau tangkisan (plead) terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 Oleh karena Jaksa Penuntut Umum Tidak lagi membuat Surat Tuntutan, yang
 pada pokoknya Perkara Pidana tahun 2008 tersebut sudah pernah diputus oleh
 Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri yang sama yakni di Medan pada tahun 2004
 dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Pada
 dasarnya perkara pidana pada tahun 2004 Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili
 dam memutuskan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslaght van
 rechtvelvolging), sehingga dengan Putusan tahun 2004 tersebut Jaksa Penuntut
 Umum mengajukan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 69 / Akta Pid / 2004 /
 PN.Mdn tertanggal 09 September 2004, akan tetapi kewenangan batas waktu yang
 telah ditentukan selama 14 (empat belas hari) setelah diputus perkara pidana
 dimaksud sudah gugur/lewat waktu yang kewenangan batas waktu tersebut sudah
 ditentukan undang-undang.
 Maka itu Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3259/Pid.B/2004/PN.Mdn
 tersebut didasari oleh Tindak Pidana yang sama locus dan tempus delicti yang sama
 serta Terdakwa yang sama, terhadap objek dan orang yang sama, barang bukti yang                                                             
 105 Pasal 165 ayat (1) KUHAP menerangkan: “Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan kebertan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”. Berdasarkan rumusan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tergambar dua (2) hal pokok yang dapat dituju dari eksepsi dan atau keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu: 1. Tentang kewenangan pengadilan (kompetensi Pengadilan) 2. Keberadaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.  
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 sama, atau peristiwa pidana maupun delik-delik yang disangkakan tetap bertalian
 dengan perkara tindak pidana terdahulu, sehingga Putusan Nomor: 3259 / Pid.B /
 2004 / PN.Mdn tersebut berbentuk/menjadi Ne Bis in Idem.
 4. Fakta-Fakta Hukum
 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diambil fakta-fakta
 hukum yaitu:
 Eksepsi Terdakwa yang diajukan melalui Kuasa Hukum Terdakwa, ditujukan
 terhadap keberadaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam Surat
 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Eksepsi dalam kewenangan menuntut gugur
 (Eksepsi Judicate atau Nebis in Idem) atau setidak-tidaknya Surat Dakwaan Jaksa
 Penuntut Umum tidak dapat diterima (met onvanklijk verklaringvan het Openbaar
 Ministerie) dalam hal ini terjadi karena tindak pidana yang didakwakan telah pernah
 diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Nebis In Idem sebagaimana
 bunyi / isi Pasal 76 KUHPidana terhadap perkara pidana register Nomor: 3259 /
 Pid.B / 2008 / PN.Mdn, terhadap perkara tersebut telah mempunyai putusan yang
 positif yakni dipidana, atau dibebaskan maupun dilepaskan dari segala tuntutan
 hukum dan juga terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 dan pasti, yang pada saat ini telah disidangkan kembali.
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 5. Pertimbangan Hakim
 Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat Dakwaan Penuntut
 Umum No. Reg. Perkara: PDM-1486 / Ep.1 / Mdn / 10 / 2008, bahwa didalam
 uraiannya sehingga terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Medan
 adalah berpokok pangkal pada perbuatan Terdakwa pada Surat Pernyataan Terdakwa
 tertanggal 30 Oktober 2002, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Jaksa
 Penuntut Umum pada dakwaan Pertama: Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal
 263 ayat (1) KUHP; atau Kedua: Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 263 ayat
 (2) KUHP.
 Berdasarkan Surat Pernyataan bertanggal 30 Oktober 2002, Terdakwa
 diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Medan baik yang telah diputus dengan
 nomor perkara No. 1384 / Pid.B / 2004 / PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2004 dengan
 Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1486 / Ep. 1 / Mdn / 10 / 2008 tanggal 27
 Oktober 2008 tersebut telah Nebis in Idem yang artinya bahwa orang tidak boleh
 dituntut sekali lagi lantaran perbuatan / peristiwa yang baginya telah diputus oleh
 Hakim.
 6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 3259 / Pid. B / 2008 / PN. Mdn
 Bahwa dengan dikabulkannya Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum dan
 Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan
 Negeri Medan yang memeriksa Perkara Nomor. 3259 / Pid.B / 2008 / PN. Mdn pada
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 hari Selasa, tanggal 09 Desember 2008, oleh kami ASMUI, SH, selaku Hakim Ketua
 Majelis, PETRIYANTI, SH dan KUSNOTO, SH, masing-masing selaku Hakim
 Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin
 15 Desember 2008, dibantu oleh SRI AFNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
 Negeri Medan serta di hadiri oleh HARY DARMAWAN, SH, selaku Penuntut
 Umum serta di hadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya
 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
 M E N G A D I L I
 1. Menerima dan Mengabulkan Nota Keberatan Terdakwa;
 2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-
 1486 / Ep.1 / Mdn / 10 / 2008, tertanggal 27 Oktober 2008 Nebis In Idem,
 oleh karena itu kewenangan menuntut pidana terhadap Terdakwa hapus
 karenanya;
 3. Menyatakan bahwa Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan segera setelah
 putusan ini diucapkan;
 5. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.
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 D. Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3259 / Pid. B / 2008 / PN. Mdn Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap
 Putusan Nomor. 1384 / Pid.B / 2004 / PN.Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan
 Nomor. 3259 / Pid.B / 2008 / 2008 / PN.Mdn sebagaimana tersebut diatas dapat
 diberikan analisis sebagai berikut:
 a. Tentang Unsur Melawan Hukum
 Bahwa Pengadilan Negeri Medan berpendapat unsur melawan hukum dari
 Tindak Pidana dalam Pasal 263 ayat (1), dan Pasal 263 (2) telah terbukti dalam
 dakwaan Primair, sehingga dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Unsur
 melawan hukum bukan saja berlandaskan terhadap peraturan perundang-undangan,
 akan tetapi perbuatan/tindakan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan,
 namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan
 atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat
 dipidana.106
 Sejak adanya putusan pengadilan berkaitan dengan perkara Cohen-
 Lindenbaum tahun 1919 di Belanda, maka perbuatan melanggar hukum pada
 umumnya diartikan sebagai: a). merusak hak subjektif seseorang menurut undang-
 undang; b). melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
 menurut undang-undang; c). melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
                                                             106   Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor. 1 / K / Pid. / 2000 tanggal 22 September
 2000 menyatakan penegertian “melawan hukum” termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memeperhatikan kepentingan pihak lain   
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 kesusilaan; d). melakukan sesuatu yang bertentangan dengan asas kepatutan,
 ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan
 dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.107
 Bahwa yang menjadi permasalahan mengapa pengadilan Negeri Medan
 memeriksa, mengadili dan memutus Reg. Perkara No. 3259/Pid.B/PN.Mdn yakni
 saksi Korban RAMLI als Lie Wie Poi mengadukan Terdakwa ke Kepolisian
 Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sehingga dengan Pengaduan tersebut
 Terdakwa di tahan, pengaduan tersebut berdasarkan diterbitkannya Surat
 Keterangan Tanah Nomor: 594/24/0082/KM/2002 tanggal 30 Oktober 2002,
 yang menerangkan bahwa Terdakwa selaku Kuasa Ahli Waris Alm. H.Rais Rangkuti
 menguasai sebidang tanah yang terletak di Lingkungan VIII, Kel. Bandar Selamat
 Kec. Medan Tembung dengan ukuran 22x94 meter sama dengan 2.068 M2 dan SK
 Tanah tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Son Monang Lubis selaku
 Lurah dan diketahui Oleh Camat Medan Tembung a.n Drs. Muhammad Ismail,
 sehingga tanah tersebut masih silang sengketa antara Ramli dan Terdakwa yang
 perkaranya telah diajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan
 Gugatan Penggugat Reg. Perkara No: 513/Pdt.G/2007/PN.Mdn tertanggal 27
 Desember 2007 (Ny. Surawaty yang juga Istri dari Saksi Korban Ramli) dan
 sekaligus sebagai Wali Pengampuan (Curatele), dari Suaminya bernama Ramli
 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. S17 / Pdt.P / 2000 / PN.Mdn
 tanggal 09 September 2000.                                                             
 107 S.R Sianturi, Op.cit.,hal. 143.   
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 Dalam KUHPerdata (BW) juga dikenal adanya “Asas Ne bis in Idem” yakni
 terdapat didalam Pasal 1917 KUHPerdata (BW) yang menyatakan: Kekuatan
 sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan muthlak tidaklah lebih luas
 daripada sekadar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu,
 perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas
 alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama
 didalam hubungan yang sama pula.108
 Bahwa dengan adanya Pengaduan Sdr, RAMLI ke Polda Sumut Cq. Dit
 Reskrim Poldasu, sehingga patut dipertanyakan dalam kapasitas apakah Saksi Korban
 Ramli membuat Laporan Polisi No. Pol. LP / 44 /III / 2008 / Dit Reskrim
 tertanggal 10 Maret 2008, atas Pengaduan Sdr.Ramli als Lie Wie Poi, yang mana
 dalam Penetapan tersebut telah tegas dinyatakan bahwasanya Saksi Korban Ramli
 dalam pengawasan Istri dan sekaligus sebagai wali pengampunya yang perkara
 perdatanya pada saat itu sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Medan, sehingga
 dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2008 patut
 dan layak untuk tidak dapat diterima (met onvanklijk verklaring van het openbaar
 ministerie).109
                                                             108  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W), Pasal 1917, Buku Ke-IV tentang
 Pembuktian dan Daluwarsa, dalam Bab Ke- IV tentang Persangkaan-persangkaan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 405.   
 109  Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2008, tidak mempunyai kekuatann hukum sebagaimana bunyi / isi Putusan Mahkamah Agung RI No.70 K / Pdt / 2006 tertanggal 17 Mei 2006 yang salah satu amarnya berbunyi “Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan No.245/LEG/III/MD/1976 tanggal 15 April 1976” dalam hal ini atas nama Saksi Ramli.   
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 Putusan Perkara Pidana Nomor. 1384 / Pid.B / 2004 / PN.Mdn tertanggal
 24 Agustus 2004 merupakan putusan yang berbentuk Lepas dari Segala
 Tuntutan Hukum (onslaght van vervolging) artinya dalam putusan tersebut
 Perbuatan Terdakwa bukan merupakan Perbuatan Pidana melainkan masuk dalam
 ranah hukum Perdata (bidang hukum waris), dan terhadap putusan tersebut sudah
 berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Sedangkan Putusan Perkara
 Pidana Nomor. 3259 / Pid.B / 2008 / 2008 / PN.Mdn tertanggal 15 Desember
 2008 merupakan Putusan yang berbentuk Ne bis in Idem yang maksudnya
 Putusan sebelumnya sudah pernah diperiksa, diadili dan telah diputus di pengadilan
 Negeri yang sama yakni Medan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in
 kracht van gewijsde), dan yang tetap bertalian dengan tindak pidana yang sama,
 terhadap orang yang sama dalam hal ini Pelapor / Pengadu / Saksi korban, dan
 terhadap Terdakwa yang sama, begitu juga terhadap tempat kejadian dan waktu
 (locus delicti dan tempus delicti) yang sama pula atau peristiwa pidana maupun delik-
 delik yang yang disangkakan tetap bertalian dengan perkara tindak pidana yang
 pernah diputus sebelumnya.
 Maka Putusan Nomor. 1384 / Pid.B / 2004 / PN.Mdn Jo Putusan Pengadilan
 Negeri Medan Nomor. 3259 / Pid.B / 2008 / 2008 / PN.Mdn saling berkaitan antara
 satu dengan yang lainnya, Dan didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah
 memenuhi unsur-unsur Nebis in Idem, sebagaimana Vide SEMA MARI Nomor. 03
 tahun 2002 tentang penanganan perkara berkaitan dengan asas Nebis in Idem
 (seseorang yang sudah menjalani proses hukum tidak-bisa diadili untuk kedua
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 kali, kecuali untuk kasus yang berbeda), jadi penerapan Putusan oleh Majelis
 Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut menurut penulis telah tepat dan Tuntutan
 yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum telah jelas dan tepat melanggar Asas Ne bis in
 Idem dalam Hukum Pidana.
 Jadi Peraturan Hukum yang diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
 Medan No.3259/Pid.B/2008/PN.Mdn diatas telah memenuhi unsur ideal-ferfect dan
 telah memenuhi tiga (3) syarat yakni : 110
 1. Kepastian Hukum (Rechtzekerheid, Law Certainty)
 Bahwa dengan adanya hukum, setiap orang dapat mengetahui yang mana dan
 seberapa hak maupun kewajibannya. Sehingga tercipta keseimbangan antara
 hak dan kewajiban secara pasti.
 2. Kemanfaatan Hukum (Rechtutiliteit, Law Utility)
 Terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena
 adanya hukum tertib (rechtsorde).
 3. Keadilan Hukum (Rechtgerechtigheid, Justice of Law)
 Bahwa setiap orang tidak merasa dirugikan kepentingannya dalam batas-batas
 yang layak. Terutama dalam Kasus a.n Terdakwa H.Imbalo Rangkuti yang
 pada tahun 2004 telah diputus di Pengadilan Negeri Medan dan telah
 memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi tahun 2008 Terdakwa dituntut
 dan dimajukan ke muka persidangan untuk kedua kalinya, sehingga Putusan
 tersebut menjadi Ne bis in Idem                                                             
 110  Solly Lubis, Kebijakan Publik, Bandung, Mandar Maju, 2007, hal. 60. 
   

Page 153
                        

 
 BAB V
 KESIMPULAN DAN SARAN
 A. Kesimpulan
 Berdasarkan pembahasan dan analisis pada Bab sebelumnya, maka dapat
 disimpulkan sebagai berikut:
 1. Landasan Filosofis dari lahirnya Asas Ne bis In Idem dalam Hukum Pidana
 adalah: Adanya jaminan Kepastian Hukum (Rechtszekerheid) seseorang
 dalam melakukan suatu tindak pidana, dan biasanya dikaitkan dengan Asas
 Legalitas. Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum, setiap
 orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya.
 Sedangkan Landasan Yuridis dari Asas Ne bis In Idem adalah: Undang-
 undang R.I No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 (KUHP) terdapat dalam Pasal 76 KUHP dan Surat Edaran MARI Nomor. 03
 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis
 in Idem.
 2. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai Nebis in Idem adalah Putusan
 Hakim dalam perkara pidana yang berbentuk : a). Putusan Bebas
 (Vrijspraak), putusan ini terjadi karena Terdakwa didalam sidang pengadilan
 dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
 Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum dalam
 surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
 Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”, b). Putusan
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 Pelepasan / Pembebasan dari Segala Tuntutan Hukum (onstlag van alle
 rechtsvolging), putusan ini terjadi apabila “pengadilan berpendapat bahwa
 perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu
 tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala
 tuntutan hukum” (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Biasanya perbuatan yang
 dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan yurisdiksi
 hukum perdata, hukum adat, hukum dagang dll. c). Putusan Pemidanaan
 (Veroordeling), putusan ini bertitik tolak dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP
 yakni “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan
 tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan
 pidana”. Artinya Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan berdasarkan
 keyakinan hakim, alat-alat bukti yang sah, keterangan terdakwa dalam
 persidangan atau Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.
 3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384 /
 Pid.B / 2004 / PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3259 / Pid.B
 / 2008 / PN.Mdn menurut kesimpulan penulis telah tepat dan benar dalam
 penerapan hukumnya sehingga putusan tersebut saling berkaitan/bertalian
 antara satu dengan yang lainnya, dengan berdasarkan Unsur Subjektif dan
 Unsur Objektif dalam KUHPidana yakni Putusan tersebut berbentuk Ne bis in
 Idem maksudnya adalah Putusan sebelumnya sudah pernah diperiksa, diadili
 dan telah diputus di pengadilan Negeri yang sama dan telah mempunyai
 kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dan yang tetap bertalian
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 dengan tindak pidana yang sama, terhadap orang yang sama dalam hal ini
 Pelapor / Pengadu / Saksi korban dan terhadap Terdakwa yang sama pula.
 Begitu juga terhadap waktu dan tempat kejadian (tempus dan locus delicti)
 yang sama pula atau peristiwa pidana maupun delik-delik yang disangkakan
 tetap bertalian dengan perkara tindak pidana terdahulu.
 B. Saran
 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:
 1. Perlu adanya jaminan Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan
 Hukum terhadap Terdakwa di sidang Pengadilan yang didasarkan pada
 ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Kesatuan Republik
 Indonesia, biasanya didasari oleh Asas Legalitas atau yang disebut dengan
 Aliran Positivisme, maksudnya seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi
 hukuman apabila belum ada Undang-undang/peraturan yang mengatur tentang
 tindakan/perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa dalam proses persidangan
 tidak akan terjadi penuntutan untuk kedua kalinya, dengan demikian terdakwa
 mendapat Kepastian Hukum dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk
 mengadilinya.
 2. Perlu adanya kejelian, kecermatan, dan ketelitian terhadap aparat penegak
 hukum khususnya Hakim dalam memutus perkara pidana di pengadilan dan
 menjunjung tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah, misalnya banyak terjadi
 dilapangan pengadilan seseorang tersangka atau terdakwa telah nyata-nyata
   

Page 156
                        

 
 melakukan tindakan dibidang hukum perdata akan tetapi dipaksakan masuk
 kedalam ranah hukum pidana, sehingga hal yang demikian haruslah kita
 perhatikan dengan seksama.
 3. Perlu adanya pengawasan, pengawalan atau kontrol dari elemen masyarakat
 terhadap proses jalannya persidangan sampai pada putusan, agar hakim tidak
 sewenang-wenang dalam mengambil keputusan di setiap tingkat Pengadilan.
 Hendaknya juga diharapkan kepada hakim yang mengadili, memeriksa, dan
 memutus perkara di pengadilan agar kiranya melihat hak-hak dan kewajiban
 Terdakwa, sehingga hak dan kewajiban Terdakwa tidak dirugikan dan tidak
 menyalahi prosedur dan wewenang dalam penuntutannya, maka itu
 pertimbangan hakim dalam penerapan Asas Nebis in Idem dalam Putusan
 Pengadilan Negeri Medan No. 1384 / Pid.B / 2004 / PN.Mdn jo Putusan
 Pengadilan Negeri Medan No. 3259 / Pid.B / 2008 / PN.Mdn menurut saran
 penulis telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dalam sebuah
 Putusan yang berbentuk Ne bis in Idem.
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